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KATA PENGANTAR

Bidang Kesehatan Masyarakat sebagai salah satu unit pelaksana Program di Dinas
Kesehatan Provinsi Riau memiliki kewajiban untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP). Salah satu komponen SAKIP adalah membuat Laporan Kinerja
yang menggambarkan kinerja yang dicapai atas pelaksanaan program dan kegiatan yang
menggunakan APBN.

Penyusunan laporan kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Permenpan) Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah. Laporan kinerja ini merupakan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi
mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Dalam laporan kinerja ini juga
menyertakan berbagai upaya perbaikan berkesinambungan yang telah dilakukan dalam lingkup
Bidang Kesehatan Masyarakat, untuk meningkatkan kinerjanya pada masa mendatang.

Secara garis besar laporan berisi informasi tentang tugas dan fungsi organisasi; rencana
kinerja dan capaian kinerja sesuai Indikator Prioritas Nasional dan Rencana Stategis (Renstra)
Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024, disertai dengan faktor pendukung dan penghambat
capaian, serta upaya tindak lanjut yang dilakukan. Peningkatan kualitas laporan kinerja ini
menjadi perhatian kami, masukan dan saran membangun sangat kami harapkan untuk
perbaikan dan penyempurnaan penyusunan laporan di tahun yang akan datang. Semoga
laporan ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan
dan pengembangan program di masa mendatang.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bidang Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,
senantiasa membangun akuntabilitas yang dilakukan melalui pengembangan dan
penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur. Diharapkan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kesehatan dapat berlangsung
dengan bijaksana, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan
prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Visi Nasional pembangunan jangka panjang adalah terciptanya manusia
yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin
sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan didorong oleh perekonomian
yang makin maju, mandiri, dan merata di seluruh wilayah didukung oleh
penyediaan infrastruktur yang memadai serta makin kokohnya kesatuan dan
persatuan bangsa yang dijiwai oleh karakter yang tangguh dalam wadah Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diselenggarakan dengan demokrasi yang
didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta menjunjung tegaknya supremasi
hukum.

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan
makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana tertuang
dalam RPJMN 2020-2024 telah menetapkan Visi Presiden 2020-2024:
“Terwujudnya Indonesia Maju vyang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian
Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan yaitu menciptakan
manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan.

Pembangunan manusia dilakukan berlandaskan pada Tiga Pilar
Pembangunan, yakni layanan dasar dan perlindungan sosial, produktivitas, dan
pembangunan karakter. Melalui tiga pilar ini, Pemerintah Indonesia berkomitmen
untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM menjadi sumber daya manusia
yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Pilar layanan

dasar dan perlindungan sosial mencakup tata kelola kependudukan, perlindungan
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sosial, kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas
anak, perempuan dan pemuda. Pilar peningkatan produktivitas mencakup
pendidikan dan pelatihan vokasi, pendidikan tinggi, penguatan IPTEK-Inovasi, dan
peningkatan prestasi olah raga. Pilar pembangunan karakter mencakup revolusi
mental dan pembinaan ideologi Pancasila, pemajuan dan pelestarian kebudayaan,
penguatan moderasi beragama, peningkatan budaya literasi, inovasi dan
kreativitas.

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran,
kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi
pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.
Pembangunan kesehatan mempunyai peran sentral sebagai pondasi dalam
peningkatan kualitas SDM, khususnya terkait aspek pembangunan sumber daya
manusia sebagai modal manusia (human capital). Indeks modal manusia (Human
Capital Index) mencakup parameter:

1) Survival, diukur dari probabilitas keberlangsungan hidup hingga umur 5 tahun
(probability of survival to age 5),

2) Pendidikan, diukur dari ekspektasi jumlah tahun sekolah dan skor tes
terharmonisasi (expected years of schooling dan harmonized test scores), dan

3) Kesehatan, diukur dari survival rate usia 15 — 60 tahun dan proporsi anak
dibawah usia 5 tahun yang tidak mengalami stunting.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, disebutkan bahwa
pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh
semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan
kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar
terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi
bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan
ekonomi.

Sasaran pokok RPJMN 2020-2024 adalah: (1) meningkatnya kesehatan ibu,
anak dan gizi masyarakat; (2) Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes
dasar dan rujukan; (3) Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit
serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat; (4) Meningkatnya akses,
kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan; (5) Meningkatnya
pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar; (6) Terjaminnya
pembiayaan kesehatan; (7) Meningatnya sinergisme pusat dan daerah serta

meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih; (8) Meningkatnya
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efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk
pengambilan keputusan.

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: “Terwujudnya
Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian,
Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi
Presiden 2020-2024, yakni:

. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing

. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan

1
2
3
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh
Warga 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu
paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan
nasional: 1) pilar paradigma sehat di lakukan dengan strategi pengutamaan
kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif preventif dan
pemberdayaan masyarakat; 2) penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan
strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan
peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan continuum of
care dan intervensi berbasis risiko kesehatan; 3) pelaksanaan JKN dilakukan
dengan strategi perluasan sasaran dan manfaat serta kendali mutu dan biaya.
Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat merupakan unit yang sangat berperan
dalam mewujudkan pilar pertama dalam “Program Indonesia Sehat”.

Pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan dan kewenangan dalam
penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan
laporan kinerja.

Laporan kinerja ini akan memberikan gambaran pencapaian kinerja Bidang
Kesehatan Masyarakat dalam satu tahun anggaran beserta dengan hasil capaian
indikator kinerja dari masing-masing unit satuan kerja yang ada di lingkungan

Bidang Kesehatan Masyarakat di tahun 2020.
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B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas
Kesehatan Provinsi Riau merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pada
tahun 2020 dalam mencapai target dan sasaran program seperti yang tertuang

dalam rencana strategis, dan Indikator Prioritas Nasional 2020.

C. VISI, MISI DAN STRATEGI ORGANIASI

Sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025, maka visi
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau 2005-2025 adalah
“Terwujudnya Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan
kebudayaan melayu dalam lingkungan masyarakat agamis, sejahtera
lahir dan bathin di Asia tenggara Tahun 2025".

Berdasarkan isu-isu pembangunan kesehatan dan visi misi Gubernur Riau
Tahun 2019-2024 vyakni “Terwujudnya Riau yang, Berdaya saing,
Sejahtera, bermatabat dan Ungguk di Indonesia (Riau Bersatu)”, Dinas
Kesehatan Provinsi Riau merumuskan visi yakni, “Dinas Kesehatan Provinsi Riau
sebagai institusi professional dalam mewujudkan kesehatan yang berkualitas
sebagai upaya peningkatan usia harapan hidup masyarakat Riau”. Sedangkan misi
yang diemban adalah :

1. Meningkatnya upaya pelayanan kesehatan prefosional, terjangkau, terpadu,
bermitra dan berkesinambungan;

2. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam
mewujudkan kemandirian individu, keluarga dan masyarakat;

3. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Ibu dan Anak;

4. Meningkatnya status gizi masyarakat;

5. Mengendalikan penyakit menulkar dan tidak menulas secara komprehensif
dengan pendekatan lingkungan sehat berbasis masyarakat;

6. Mengembangkan sumberdaya kesehatan yang bermutu dan berkualitas;

7. Menjamin ketersediaan, pemerataan dan keamanan obat logistic kesehatan
serta menjamin keamanan produksi dan distribusi makanan/minuman;

8. Mengembangkan system manajemen dan informasi kesehatan yang
professional, transparan, berdayaguna dan berhasilguna;

9. Mengembangkan system Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat;

10.Mengoptimalkan peran dan fungsidinas Kesehatan sebagai regulator dan

pembina bidang kesehatan di Provinsi Riau.
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Tujuan Strategi pembangunan kesehatan masyarakat tahun 2020-2024 meliputi :

a. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup

b. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

c. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan

kedaruratan kesehatan masyarakat

d. Peningkatan sumber daya kesehatan

Sasaran Ditjen Kesehatan Masyarakat

Sasaran Bidang Kesehatan Masyarakat, adalah meningkatnya ketersediaan

dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat.

Indikator kinerja Bidang Kesehatan Masyarakat selaras dengan Ditjen

Kesehatan Masyarakat yang tertuang dalam perjanjian Kinerja Tahun 2020 Dinas

Kesehatan Provinsi Riau dan Ditjen Kesehatan Masyarakat yaitu :

Tabel 1. Indikator Kinerja Bidang Kesehatan Masyarakat Tahun 2020

No.

Sasaran
Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

Target
Provinsi

1

2

3

4

5

1.

Pembinaan Gizi
Masyarakat

Presentase Kabupaten/
Kota yang melaksanakan
surveilans Gizi

50%

100%

Persentase puskesmas
yang mampu tata laksana
gizi buruk pada balita

10%

5%

Persentase inu hamil
Kurang Energi Kronis (KEK)

16%

8,5%

Persentase bayi usia
kurang dari 6 bulan
mendapat ASI Eksklusif

40%

40%

Pembinaan
Kesehatan Keluarga

Jumlah Kabupaten/Kota
yang menyelenggarakan
pelayanan kesehatan ibu
dan bayi baru lahir

120%

12%

Presentase persalinan di
pelayanan kesehatan

87%

87%

Jumlah Kabupaten/Kota
yang menyelenggarakan
pelayanan kesehatan balita

120%

12%

Jumlah Kabupaten/Kota
yang menyelenggarakan
pelayanan kesehatan Anak
Usia Sekolah dan Remaja

125%

12%

Jumlah Kabupaten/Kota
yang menyelenggarakan
pelayanan kesehatan usia
reproduksi

120%

12%

Jumlah Kabupaten/Kota
yang menyelenggarakan

45%

100%
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pelayanan kesehatan lanjut

usia
3. | Pembinaan Upaya 1. | Jumlah Kabupaten/Kota 308 7
Kesehatan Kerja dan yang menyelenggarakan
Olahraga kesehatan kerja
2. | Jumlah Kabupaten/Kota 6308 7

yang menyelenggarakan
kesehatan olahraga

4, Penyehatan 1. | Presentase Desa/Kelurahan 40% 60%
Lingkungan Stop Buang air besar
Sembarangan (SBS)

2. | Jumlah Kabupaten/Kota 110% 6%
Sehat (KKS)

3. | Persentase sarana air 60% 70%
minum yang
diawasi/diperiksa kualitas
air minumnya sesuai
standar

4. | Jumlah fasyankes yang 2600 126
memiliki pengelolaan
limbah medis sesuai
standar

5. | Persentase Tempat 38% 50%
Pengelolaan Pangan (TPP)
yang memenuhi syarat
sesuai standar

6 | Persentase Tempoat dan 55% 70%
Fasilitas Umum (TPU) yang
dilakukan pengawasan
sesuai standar

5. Promosi Kesehatan 1. | Persentase Kab/Kota yang 30% 30%
dan Pemberdayaan menerapkan kebijakan
Masyarakat gerakan masyarakat hidup
sehat

2. | Persentase Kabupaten/Kota | 40% 40%
melaksanakan pembinaan
posyandu aktif

6. Dukungan 1. | Persentase kinerja RKAKL 80% 80%
Manajemen dan pada program pembinaan
Pelaksanaan Tugas kesehatan masyarakat

Teknis Lainnya pada
Program Pembinaan
Kesehatan
Masyarakat

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
Provinsi Riau yaitu membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam melaksanakan
Pembinaan Gizi Masyarakat, Pembinaan Kesehatan Keluarga, Pembinaan Upaya
Kesehatan Kerja dan Olahraga, Penyehatan Lingkungan, Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat, Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat dan melaksanakan
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tugas lainnya yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas

Bidang Kesehatan Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai

fungsi :

1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi terdiri dari :

a.

11 |

Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Seksi Kesehatan
Keluarga berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam
pelaksanaan kegiatan

Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan
secara lisan agar tugas pokok tersebut terbagi habis

Memberikan petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis

untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaskanaan tugas

. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan anatara hasil

kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja

. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai

bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier

Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan
teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang
berhubungan dengan Seksi Kesehatan Keluarga secara rutin maupun

berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan

. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Promosi Kesehatan

dan Kesehatan Keluarga tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu
diambil baik secara maupun lisan sebagai alternative pilihan dalam

pengambilan keputusan.

. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokok

Seksi Kesehatan

Keluarga secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan
masalah

Mengkonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Seksi Kesehatan
Keluarga berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas
yang dibutuhkan

Mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran seksi kesehatan keluarga
berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan
penyempurnaannya.

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan

perundang undangan.
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2. Seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja terdiri dari :

a.

Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi
Kesehatan Lingkungan Dan Kesehatan Kerja;

Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan
tugas bawahan di lingkungan Seksi Kesehatan Lingkungan Dan Kesehatan
Kerja;

Melaksanakan program kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan
olahraga;

Melaksanakan surveilans Kesehatan Lingkungan;

Melaksanakan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria di bidang Kesehatan
Lingkungan Dan Kesehatan Kerja;

Melaksanakan analisis resiko Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja
berdasarkan hasil pemantauan dan Pengujian Laboratorium serta
rekomendasi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;

Melaksanakan monitoring, bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan
Program Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
Melaksaaam koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor untuk kemajuan
program Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
Melaksanakan pengawasan, pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan
program Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
berdasarkan  capaian  pelaksanaan  kegiatan sebagai  bahan
penyempurnaan di tingkat Provinsi;

Melaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kesehatan
lingkungan untuk mendukung pelaksanaan program Kesehatan
Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;

Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan
tugas dan kegiatan pada Seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan
Kerja;

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas

dan fungsinya.

3. Seksi Promosi Keseatan dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
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a.

b.

Merencanakan kegiatan pada Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat;

Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan
tugas bawahan di lingkungan Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat;
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. Melaksanakan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
(GERMAS), kewaspadaan dini dalam rangka pencegahan dan

penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana Alam;

. Melaksanakan kemitraan dengan lintas program dan lintas sektor pada

seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;

. Melaksanakan fasilitasi strategi promosi kesehatan (PROMKES) untuk

pengembangan desa siaga;
Melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan SDM di Bidang

Promosi Kesehatan (PROMKES) dan penyebarluasan Informasi Kesehatan;

. Melaksanakan Pembinaan Program Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat

(UKBM) di Tingkat Daerah Provinsi/ Lintas Daerah Kabupaten/Kota

termasuk penilaian Kinerja Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM);

. Melaksanakan Pembinaan program kesehatan dan promosi kesehatan di

Rumah Sakit (PKMRS) Tingkat Daerah Provinsi/Lintas Daerah
Kabupaten/Kota;
Melaksanakan penguatan kebijakan publik berwawasan kesehatan;

Melaksanakan bimbingan dan supervisi strategi promosi kesehatan;

. Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas yang telah

dilaksanakan secara berkala;
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan

maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

Sistematika penulisan laporan kinerja Direktorat Jenderal Kesehatan

Masyarakat adalah sebagai berikut :
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v Ringkasan Eksekutif

- Kata Pengantar

- Daftar Tabel

- Daftar Grafik

- Daftar Isi

- BAB I
Penjelasan umum organisasi Bidang Kesehatan Masyarakat, penjelasan
aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued)

yang sedang dihadapi organisasi.

LAPORAN KINERJA BIDANG KESMAS TAHUN 2020




14 |

- BABII

Menjelaskan uraian ringkasan/ikhtisar program Bidang Kesehatan
Masyarakat yang diselaraskan dengan perjanjian kinerja Direktorat

Jenderal Kesehatan Masyarakat tahun 2019.

- BAB III

Penyajian capaian kinerja Bidang Kesehatan Masyarakat untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil
pengukuran kinerja organisasi, dengan melakukan beberapa hal
sebagai berikut : Membandingkan antara target dan realisasi kinerja
tahun ini; Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini
dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen
perencanaan strategis organisasi; Analisis penyebab
keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta
alternatif solusi yang telah dilakukan; Analisis atas efisiensi penggunaan
sumber daya; Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan melakukan

analisa realisasi anggaran.

- BAB IV

Penutup, Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja
organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan

organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

- LAMPIRAN

v' Formulir PK  : Pengukuran Kinerja
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Standar acuan capaian program Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas
Kesehatan Provinsi Riau tahun 2020 diselaraskan dengan Perjanjian kinerja
Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat telah ditetapkan dalam dokumen
penetapan kinerja yang merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/perjanjian
kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu
dengan didukung sumber daya yang tersedia.

Indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan menjadi kesepakatan
yang mengikat untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sebagai upaya
mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat
Indonesia. Perjanjian penetapan kinerja tahun 2020 yang telah ditandatangani
bersama oleh Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat dan Menteri Kesehatan

berisi Indikator.

B. INDIKATOR KINERJA PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT

Indikator Kinerja Program Kesehatan Masyarakat tahun 2020 antara lain :

Tabel 2. Indikator Kinerja Program Kesehatan Masyarakat tahun 2020

Sasaran

No. Program/Kegiatan Indikator Kinerja

1 2 3

1. Pembinaan Gizi 1. | Presentase Kabupaten/Kota yang
Masyarakat melaksanakan surveilans Gizi

2. | Persentase puskesmas yang mampu tata
laksana gizi buruk pada balita

3. | Persentase ibu hamil Kurang Energi
Kronis (KEK)

4. | Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan
mendapat ASI Eksklusif

2. Pembinaan Kesehatan 1. | Jumlah Kabupaten/Kota yang
Keluarga menyelenggarakan pelayanan kesehatan
ibu dan bayi baru lahir

2. | Presentase persalinan di pelayanan
kesehatan

3. | Jumlah Kabupaten/Kota yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan
balita
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No.

Sasaran
Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Pembinaan Kesehatan
Keluarga

Jumlah Kabupaten/Kota yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan
ibu dan bayi baru lahir

Presentase persalinan di pelayanan
kesehatan

Jumlah Kabupaten/Kota yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan
balita

Jumlah Kabupaten/Kota yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan
Anak Usia Sekolah dan Remaja

Jumlah Kabupaten/Kota yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan
usia reproduksi

Jumlah Kabupaten/Kota yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan
lanjut usia

Pembinaan Upaya
Kesehatan Kerja dan
Olahraga

Jumlah Kabupaten/Kota yang
menyelenggarakan kesehatan kerja

Jumlah Kabupaten/Kota yang
menyelenggarakan kesehatan olahraga

Penyehatan Lingkungan

Presentase Desa/Kelurahan Stop Buang
air besar Sembarangan (SBS)

Jumlah Kabupaten/Kota Sehat (KKS)

Persentase sarana air minum yang
diawasi/diperiksa kualitas air minumnya
sesuai standar

Jumlah fasyankes yang memiliki
pengelolaan limbah medis sesuai standar

Persentase Tempat Pengelolaan Pangan
(TPP) yang memenuhi syarat sesuai
standar

Persentase Tempoat dan Fasilitas Umum
(TPU) yang dilakukan pengawasan
sesuai standar

Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat

Persentase Kab/Kota yang menerapkan
kebijakan gerakan masyarakat hidup
sehat

Persentase Kabupaten/Kota
melaksanakan pembinaan posyandu aktif

Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya pada
Program Pembinaan
Kesehatan Masyarakat

Persentase kinerja RKAKL pada program
pembinaan kesehatan masyarakat

Cakupan di atas menggambarkan secara keselurahan indikator pelayanan

yang dilakukan semua program dan seksi yang di bawahi oleh Bidang Kesehatan

Masyarakat Provinsi Riau. Pembinaan Gizi masyarakat digambarkan oleh

Presentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan surveilans Gizi, Persentase
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puskesmas yang mampu tata laksana gizi buruk pada balita, Persentase ibu hamil
Kurang Energi Kronis (KEK), Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat
ASI Eksklusif.

Untuk program pembinaan kesehatan keluarga yang mendapat perhatian
adalah Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu
dan bayi baru lahir, Presentase persalinan di pelayanan kesehatan, Jumlah
Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan balita, Jumlah
Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan Anak Usia Sekolah
dan Remaja, Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelayanan
kesehatan usia reproduksi, Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan
pelayanan kesehatan lanjut usia.

Untuk Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga yang menjadi
fokus perhatian adalah Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan
kesehatan kerja, Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kesehatan
olahraga

Untuk Program Penyehatan Lingkungan yang menjadi fokus adalah
Presentase Desa/Kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS), Jumlah
Kabupaten/Kota Sehat (KKS), Persentase sarana air minum yang
diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar, Jumlah fasyankes yang
memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar, Persentase Tempat
Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar, Persentase
Tempoat dan Fasilitas Umum (TPU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar.

Untuk Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat hal
yang menjadi fokus adalah Persentase Kab/Kota yang menerapkan kebijakan
gerakan masyarakat hidup sehat, Persentase Kabupaten/Kota melaksanakan

pembinaan posyandu aktif.

Tabel 3. Target Indikator Kinerja Bidang Kesehatan Masyarakat

Tahun 2020
Sasaran . P . Target
No. Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target Prov%nsi
1 2 3 4 5
1. Pembinaan Gizi 1. | Presentase Kabupaten/Kota 50% 100%
Masyarakat yang melaksanakan
surveilans Gizi
2. | Persentase puskesmas yang 10% 5%
mampu tata laksana gizi
buruk pada balita
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No.

Sasaran
Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

Target
Provinsi

2

3

5

Pembinaan Gizi
Masyarakat

Persentase ibu hamil Kurang
Energi Kronis (KEK)

16%

8,5%

Persentase bayi usia kurang
dari 6 bulan mendapat ASI
Eksklusif

40%

40%

Pembinaan
Kesehatan Keluarga

Jumlah Kabupaten/Kota yang
menyelenggarakan pelayanan
kesehatan ibu dan bayi baru
lahir

120%

12%

Presentase persalinan di
pelayanan kesehatan

87%

87%

Jumlah Kabupaten/Kota yang
menyelenggarakan pelayanan
kesehatan balita

120%

12%

Jumlah Kabupaten/Kota yang
menyelenggarakan pelayanan
kesehatan Anak Usia Sekolah
dan Remaja

125%

12%

Jumlah Kabupaten/Kota yang
menyelenggarakan pelayanan
kesehatan usia reproduksi

120%

12%

Jumlah Kabupaten/Kota yang
menyelenggarakan pelayanan
kesehatan lanjut usia

45%

100%

Pembinaan Upaya
Kesehatan Kerja dan
Olahraga

Jumlah Kabupaten/Kota yang
menyelenggarakan kesehatan
kerja

308

Jumlah Kabupaten/Kota yang
menyelenggarakan kesehatan
olahraga

6308

Penyehatan
Lingkungan

Presentase Desa/Kelurahan
Stop Buang air besar
Sembarangan (SBS)

40%

60%

Jumlah Kabupaten/Kota
Sehat (KKS)

110%

6%

Persentase sarana air minum
yang diawasi/diperiksa
kualitas air minumnya sesuai
standar

60%

70%

Jumlah fasyankes yang
memiliki pengelolaan limbah
medis sesuai standar

2600

126

Persentase Tempat
Pengelolaan Pangan (TPP)
yang memenuhi syarat sesuai
standar

38%

50%

Persentase Tempoat dan
Fasilitas Umum (TPU) yang
dilakukan pengawasan sesuai
standar

55%

70%
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Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya pada
Program Pembinaan
Kesehatan
Masyarakat

pada program pembinaan
kesehatan masyarakat

Sasaran . .. Target
No. Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target Provinsi
4. Penyehatan Persentase Tempoat dan 55% 70%
Lingkungan Fasilitas Umum (TPU) yang
dilakukan pengawasan sesuai
standar
5. Promosi Kesehatan Persentase Kab/Kota yang 30% 30%
dan Pemberdayaan menerapkan kebijakan
Masyarakat gerakan masyarakat hidup
sehat
Persentase Kabupaten/Kota 40% 40%
melaksanakan pembinaan
posyandu aktif
6. | Dukungan Persentase kinerja RKAKL 80% 80%
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Secara umum pencapaian indikator Renstra 2020-2024 merupakan kinerja
bersama antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga fasilitas
kesehatan. Sampai sejauh ini pengukuran kinerja sebagai dasar penilaian
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program di level provinsi merupakan
data pencapaian kinerja kabupaten/kota bahkan hingga fasilitas kesehatan
ditingkat dasar.

Pengukuran kinerja program kesehatan anak yang mengarah pada
‘outcome’ atau ‘dampak’ belum dilakukan karena diperlukan suatu metode khusus
seperti survey atau penelitian. Untuk itu diperlukan mekanisme evaluasi dan
pelaporan yang terintegrasi anatar pusat, provinsi dan kab/kota, lintas program
atau penetapan ulang terhadap indicator kinerja provinsi sesuai dengan tupoksi
pemerintah provinsi.

Kegiatan pengukuran dan evaluasi terhadap kinerja dilakukan untuk
mendapatkan gambaran keberhasilan dan ketidak berhasilan dalam pencapaian
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di awal program. Didasarkan atas
informasi kinerja atau gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing
indicator yang diukur, maka ditindaklanjuti sebagai bagian pembinaan dan
perencanaan program/kegiatan kedepan sehingga setiap program/kegiatan dapat
lebih berhasil guna dan berdayaguna.

Manfaat lain dari pengukuran kinerja adalah memberikan gambaran
kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi
dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
dokumen Renstra atau pun Penetapan Kinerja. Kategori capaian kinerja

[penentuan posisi] beserta symbol warna capaian, sebagai berikut:

Kategori Capaian ' Simbol warna

Rentang Capaian

Lebih dari 100 % Sangat baik
3 > 75 % sampai 100 % Baik
2 55 % sampai 75 % Cukup
1 Kurang dari 55 % Kurang
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B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Perbaikan governance dan sistem manajemen merupakan agenda penting
dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Tuntutan
terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance
dan Clean Government) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem
manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan
sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome).

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 67 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Kesehatan Provinsi Riau, menyatakan bahwa Bidang Kesehatan Msyarakat
bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan kinerja kepada Kepala Dinas
Kesehatan untuk kemudian disampaikan kepada Gubernur Provinsi Riau.

Pedoman penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)
ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi/Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Bidang Kesehatan Masyarakat dimaksudkan
sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam
mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai
Perjanjian Kinerja Bidang Kesehatan Masyarakat Tahun 2020. Pelaporan kinerja
juga dimaksudkan sebagai sarana untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja
Bidang Kesehatan Masyarakat dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat

dan pemangku kepentingan lainnya.

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

1.1 PROGRAM PEMBINAAN GIZI MASYARAKAT

Capaian Program Pembinaan Gizi Masyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Capaian Program Pembinaan Gizi Masyarakat Tahun 2020

Sasaran Tarae Target Ca||)1a|a
No. | Program / Indikator Kinerja 9€ | provins
. t . Progra
Kegiatan i m
1 2 3 4 5 6
1. Pembinaan 1. | Presentase 50% 100% 75,8%
Gizi Kabupaten/Kota yang
Masyarakat melaksanakan surveilans
Gizi

21| LAPORAN KINERJA BIDANG KESMAS TAHUN 2020




Capaia
Sasaran _ o Targe Targ_et n
No. | Program / Indikator Kinerja Provins
. t . Progra
Kegiatan I m
1. Pembinaan 2. | Persentase puskesmas 10% 5% 20,34%
Gizi yang mampu tata
Masyarakat laksana gizi buruk pada
balita
3. | Persentase ibu hamil 16% 8,5% 7,2%
Kurang Energi Kronis
(KEK)
4. | Persentase bayi usia 40% 40% 79,6%
kurang dari 6 bulan
mendapat ASI Eksklusif

1.1.2 HASIL CAPAIAN PROGRAM GIZI
1.1.2,.A. PRESENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN
SURVEILANS GIZI
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.14 Tahun 2019 tentang

Pelaksanaan Tentang Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi berguna untuk

mendapatkan informasi keadaan gizi masyarakat secara cepat, akurat, teratur

dan berkelanjutan yang dapat digunakan untuk menetapkan kebijakan gizi
maupun tindakan segera yang tepat.

Fungsi Surveilans Gizi dalam menanggulangi masalah gizi ada 3 langkah
yaitu :

1. Assesment atau pengkajian adalah penggumpulan dan pengolahan data
mengenai situasi gizi populasi di suatu wilayah.

2. Analysis atau analisis adalah kegiatan pengelohan dan menganalisis
determinan masalah gizi termasuk penyebab langsung, tidak langsung dan
mendasar.

3. Action atau respon adalah tindakan yang didasari oleh hasil analisis dan
sumber daya yang tersedia.

Pelaksanaan teknis Surveilans Gizi di Kabupaten/Kota adalah sebagai
berikut :

a. Pengumpulan data dengan melakukan rekapitulasi data semua Puskesmas
sesuai dengan periode tertentu. Melakukan sinkronisasi data dengan
pengelola PIS-PK, penanggung jawab data dan informasi serta penanggung
jawab program. Kepala dinas kesehatan melakukan koordinasi dengan lintas

sektor untuk melengkapi data dan informasi terkait dengan masalah.
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b. Analisa Data dengan melakukan pemetaan situasi gizi

untuk melihat

gambaran situasi baik periode bulanan, triwulanan, semesteran maupun

tahunan sehingga dapat menggambarkan besaran masalah gizi di

kabupaten/kota. Dan juga menganalisis factor resiko terjadinya maslah gizi.

c. Diseminasi ini dilakukan dengan umpan balik kepada Puskesmas serta

Diseminasi hasil surveilans Gizi ini dapat digunakan untuk Musrenbang

kabupaten/kota.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Presentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi pada

Tahun 2020 adalah 75,8%, dengan distibusi capaian per Kab/Kota sebagai
berikut :

Tabel 5. Presentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan

Surveilans Gizi Tahun 2020

NO | KABUPATEN,/KOTA JUMLAH CAPAIAN | CAPAIAN | PERSENTASE
PUSKESMAS | < 60% > 60% %
1. | Kuantan SIngingi 25 3 22 88
2. | Indragiri Hulu 20 4 16 80
3. | Indragiri Hilir 30 3 17 90
4. | Pelalawan 14 12 2 14,3
5. | Siak 15 2 13 86,7
6. | Kampar 31 8 23 74,2
7. | Rokan Hulu 22 4 18 81,8
8. | Bengkalis 18 0 18 100
9. | Rokan Hilir 20 8 12 60
10. | Kepulauan Meranti 10 0 10 100
11. | Pekanbaru 21 13 8 38,1
12. | Dumai 10 0 10 100
JUMLAH 236 57 179 75,8

Sumber : Aplikasi e-PPGBM Tahun 2020

Untuk Indikator Surveilens Gizi baru ada pada tahun 2020, ada 3 indikator

dalam pelaksanaan Surveilens Gizi, untuk Pengumpulan data sudah semua

Kab/kota melaksanakan, untuk Pengolahan dan analisa Data baru 46,6 %
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kab/kota yang melaksanakan, dan untuk Desiminasi oleh Kota Dumai dan

Informasi baru 4 %, yang baru dilakukan oleh Kota Dumai.

Trend capaian target dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik. 1. Presentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Surveilans

Gizi pada Tahun 2020 Berdasarkan Kabupaten/Kota

100 100 100

90 - T80
*Jl 15 E

100%

50%

Dari Grafik diatas dapat dilihat untuk Presentase Kabupaten/Kota yang
melaksanakan Surveilans Gizi pada Tahun 2020 dari 12 Kabupaten/Kota yang ada
di Provinsi Riau hanya 10 Kabupaten/Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi ini
dilihat dari capaian entry data diatas 60% dibandingkan dengan sasaran Riil Balita
yang ada di Kabupaten/Kota masing-masing. Sedangkan ada 2 kabupaten yang
capaian entry datanya berada dibawah 60% yaitu kabupaten Pelalawan hanya
14,3% dan Kota Pekanbaru 38,1%, ini dikarenakan masih rendahnya komitmen
petugas dalam melakukan entry data dan adanya tugas rangkap dari petugas
pemegang program Gizi di Puskesmas atau Tenaga Gizi Puskesmas (TPG).

Presentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi pada
Tahun 2020 target Nasional adalah 50% sedangkan target Provinsi adalah 100%,
capaian di provinsi sampai akhir tahun 2020 adalah 75,8% dibanding target
provinsi (100%) belum tercapai tapi masuk kategori capaian Baik, kalau
mengikuti target Nasional (50%) sudah melebihi Target Nasional masuk kategori

capaian Sangat Baik.
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1.1.2.B  PERSENTASE PUSKESMAS YANG MAMPU TATA LAKSANA GIZI
BURUK PADA BALITA

Kasus balita gizi buruk masih banyak ditemukan baik di fasilitas kesehatan
primer, fasilitas kesehatan rujukan maupun di masyarakat. Penyebab balita
menderita gizi buruk antara laian kurangnya asupan makanan baik kualitas dan
kuantitas, penyakit infeksi seperti Diare, ISPA, Malaria, TBC dan HIV/AIDS, Cacat
bawaan, keganasan, tidak tersedia air bersih dan jamban serta sanitasi yang
buruk. Balita gizi buruk akan rentan terhadap penyakit karena menurunnya daya
tahan tubuh.

Gizi buruk memberikan kontribusi pada tingginya angka morbiditas dan
mortalitas pada balita karena tidak ditangani secara cepat dan tepat. Oleh karena
itu, semua fasilitas kesehatan harus mampu memberikan pelayanan gizi buruk
pada balita secara komprehensif. Memerlukan keterlibatan dari asuhan medis,
asuhan keperawatan dan asuhan gizi, sehingga seyogyanya setiap fasilitas
kesehatan mampu melaksanakan ketiga asuhan tersebut. Untuk itu puskesmas
harus mampu melaksanakan SOP 1-4 Tata Laksana Gizi Buruk pada Balita rawat
jalan dan SOP 1-5 untuk puskesmas rawat inap, yang telah disusun oleh

Kementerian Kesehatan pada tahun 2020.
ANALISA CAPAIAN KINERJA

Capaian realisasi cakupan Persentase Puskesmas yang Mampu Tata
Laksana Gizi Buruk pada Tahun 2020 sebesar 20,34% dengan distibusi capaian
per Kabupaten/Kota sebagai berikut :

Tabel. 6 Persentase Puskesmas yang Mampu Tata Laksana Gizi Buruk
pada Balita Pada Tahun 2020

JUMLAH
PUSKESMAS
JUMLAH PERSENTASE
NO | KABUPATEN/KOTA MAMPU
PUSKESMAS %
TATALAKSANA
GIZI BURUK
1. | Kuantan SIngingi 25 0 0
2. | Indragiri Hulu 20 5 25
3. | Indragiri Hilir 30 0 0
4, | Pelalawan 14 1 7,14
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JUMLAH
PUSKESMAS
JUMLAH PERSENTASE
NO | KABUPATEN/KOTA MAMPU
PUSKESMAS %
TATALAKSANA
GIZI BURUK
5. | Siak 15 0 0
6. | Kampar 31 31 100
7. | Rokan Hulu 22 1 4,55
8. | Bengkalis 18 0 0
9. | Rokan Hilir 20 10 50
10. | Kepulauan Meranti 10 0 0
11. | Pekanbaru 21 0 0
12. | Dumai 10 0 0
JUMLAH 236 48 20,34

Sumber : Aplikasi e-PPGBM Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat dari 12 kabupaten/kota, seluruh puskesmas

yang mampu melaksanakan tatalaksana gizi buru pada balita hanya Kabupaten

Kampar, 4 puskesmas lagi hanya beberapa puskesmas saja seperti Kabupaten

Rokan Hilir (10 puskesmas), Kabupaten Indragiri Hulu (5 puskesmas), Kabupaten

Pelalawan (1 puskesmas), dan Kabupaten Rokan Hulu (1 Puskesmas).

Trend capaian target dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik. 2. Persentase Puskesmas yang Mampu Tata Laksana Gizi

Buruk pada Balita Pada Tahun 2020
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Grafik diatas terlihat tidak semua kabupaten/kota belum melaksanakan
tata laksana gizi buruk pada balita yang mengikuti SOP 1-5 yang terbaruk yang
dikeluarkan Kementerian Kesehatan Tahun 2020. Semua puskesmas yang sudah
mampu melaksanakan tata laksana gizi buruk pada balita adalah Kabupaten
Kampar.

Untuk Persentase Puskesmas yang Mampu Tata Laksana Gizi Buruk pada
Balita Pada Tahun 2020 target Nasional adalah 10% dan taget Provinsi adalah
5%. Jumlah semua puskesmas di Provinsi Riau sebanyak 236, 5 kabupaten/kota
yang sudah melapor melaksanakannya sebanyak 48 Puskesmas, persentase
capainya adalah 20,34% ini sudah melebihi target nasional dan provinsi jadi

kategori pencapaian adalah Sangat Baik.

1.1.2.C PERSENTASE IBU HAMIL KURANG ENERGI KRONIK (KEK)

Menurut Depkes RI (2002) dalam Program Perbaikan Gizi Makro
menyatakan bahwa Kurang Energi Kronis merupakan keadaan dimana ibu
penderita kekurangan makanan yang berlangsung menahun (kronis) yang
mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan pada ibu. KEK dapat terjadi pada
wanita usia subur (WUS) dan pada ibu hamil (bumil). Pada ibu hamil lingkar
lengan atas digunakan untuk memprediksi kemungkinan bayi yang dilahirkan
memiliki berat badan lahir rendah. Ibu hamil diketahui menderita KEK dilihat dari
pengukuran LILA, adapun ambang batas LILA WUS (ibu hamil) dengan resiko KEK
di Indonesia adalah 23,5 cm. Apabila ukuran LILA kurang dari 23,5 cm atau di
bagian merah pita LILA, artinya wanita tersebut mempunyai resiko KEK dan
diperkirakan akan melahirkan berat bayi lebih rendah (BBLR). BBLR mempunyai
resiko kematian, gizi kurang, gangguan pertumbuhan dan gangguan
perkembangan anak.

Lingkar lengan atas merupakan indicator status gizi yang digunakan
terutama untuk mendeteksi kurang energi protein pada anak-anak dan
merupakan alat yang baik untuk mendeteksi wanita usia subur dan ibu hamil
dengan resiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Hal ini sesuai
dengan Depkes RI (1994) yang dikutip oleh Supariasa, bahwa pengukuran LILA
pada kelompok wanita usia subur (WUS) adalah salah satu cara deteksi dini yang
mudah dan dapat dilaksanakan oleh masyarakat awam, untuk mengetahui
kelompok beresiko kekurangan energi kronis (KEK). Pengukuran LILA tidak dapat
digunakan untuk memantau perubahan status gizi dalam jangka pendek.

Pengukuran LILA digunakan karena pengukurannya sangat mudah dan cepat.
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Hasil Pengukuran LILA ada dua kemungkinan yaitu kurang dari 23,5 cm dan

diatas atau sama dengan 23,5 cm. Apabila hasil pengukuran <> 23,5 cm berarti
tidak berisiko KEK.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian realisasi cakupan Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik

(KEK) pada Tahun 2020 sebesar 7,2%, dengan distibusi capaian Kabupaten/Kota

sebagai berikut :

Tabel 7. Ibu Hamil Yang Diperiksa LILA dan KEK Menurut

Kabupaten/Kota Tahun 2020

% Ibu % Ibu
Jumliah Hamil Hamil
Jumliah
Jumlah Ibu Hamil Yang KEK/Ibu
ibu Hamil
No | Kab/Kota Ibu o KEK (LILA | Diperiksa Hamil
diperiksa
Hamil < 23,5 LILA yang
LILA
cm) Diperiksa
LILA
1 | Kuansing 7111 6.152 1.422 86,51 23,11
2 | Indragiri Hulu 10474 8.608 387 82,18 4,50
3 | Indragiri Hilir 15105 12.636 1.769 83,65 14,00
4 | Pelalawan 13770 12.411 630 90,13 5,08
5 | Siak 9741 8.697 539 89,28 6,20
6 | Kampar 19366 17.297 1.473 89,32 8,52
7 | Rokan Hulu 18776 15.688 1.040 83,55 6,63
8 | Bengkalis 13747 11.311 731 82,28 6,46
9 | Rokan Hilir 18852 16.246 850 86,18 5,23
10 | Meranti 3612 3.305 371 91,50 11,23
11 | Pekanbaru 25615 22.130 791 86,39 3,57
12 | Dumai 8985 8.858 321 98,59 3,62
Provinsi
Ri 165.164 | 143.339 10.324 86,79 7,2
iau
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Grafik. 3. Persentase Ibu Hamil Diukur LILA Provinsi Riau Tahun 2020

O Ukur LILA
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Berdasarkan laporan bulanan dari kabupate/kota, sebanyak 143.339 ibu
hamil (86,79%) sudah dilakukan pengukuran LILA pada saat pemeriksaan
kehamilan ke fasilitas kesehatan. Semua kabupaten/kota sudah lakukan
pengukuran LILA pada lebih dari 80% ibu hamil. Yang paling tinggi cakupannya
adalah Dumai (98%).

Trend capaian Trend capaian target dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 4. Persentase Ibu Hamil KEK Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Riau Tahun 2020
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Dari grafik diatas dapat dilihat Target Kementerian Kesehatan RI. indikator
ibu hamil KEK tahun 2020 adalah 16% sedangkan Target Provinsi Riau adalah
8,5%, sedang capaian Indikator Presentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK)
adalah 7,2% lebih rendah dari target, maka proporsi ibu hamil KEK di Provinsi

Riau sudah Baik,
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1.1.2.D PERSENTASE BAYI USIA KURANG DARI 6 BULAN MENDAPAT
ASI EKSKLUSIF

ASI Eksklusif adalah Air Susu Ibu yang diberikan kepada bayi sampai
berusia 6 bulan tanpa diberikan makanan dan minuman lain, kecuali atas indikasi
medis. Bayi yang mendapat ASI eksklusif adalah bayi 0-6 bulan yang diberi ASI
saja tanpa makanan atau cairan lain kecuali obat, vitamin dan mineral
berdasarkan recall 24 jam. Untuk menghitung persentase bayi yang mendapat
ASI eksklusif adalah jumlah bayi 0-6 bulan yang diberi ASI saja dibagi dengan
jumlah seluruh bayi 0-6 bulan yang datang dan tercatat dalam register
pencatatan/KMS di wilayah tertentu kali 100%. Frekuensi pengamatan dilakukan
setiap bulan di Posyandu, namun frekuensi laporan dilakukan setiap 6 bulan, yaitu
bulan Februari dan Agustus. Selanjutnya cakupan tahunan menggunakan

penjumlahan data bulan Februari dan Agustus.

ANALISA CAPAIAN KINERJA

Capaian realisasi cakupan Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang
mendapat ASI eksklusif pada tahun 2020 adalah 79,6% dengan distibusi capaian
per Kab/Kota sebagai berikut :

Tabel 8 : Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI
Eksklusif pada Tahun 2020 berdasarkan Kab/Kota :

Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan

Kab/Kota mendapat ASI Eksklusif

Sasaran Absolut Capaian

Kuantan Singingi 5001 3434 68.7
Indragiri Hulu 5374 4162 77.4
Indragiri Hilir 10851 7578 69.8
Pelalawan 8260 5740 69.5
Siak 5293 4643 87.7
Kampar 12630 11553 91.5
Rokan Hulu 10215 8686 85.0
Bengkalis 6986 5875 84.1
Rokan Hilir 6933 5918 85.4
Meranti 1806 1311 72.6
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Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan
Kab/Kota mendapat ASI Eksklusif
Sasaran Absolut Capaian
Pekanbaru 13809 10261 74.3
Dumai 3225 2815 87.3
Provinsi 90382 71976 79.6

Sumber : Laporan Rutin Seksi Kesga dan Gizi Tahun 2020

Tren capaian bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif pada Tahun
2020 :

Grafik 5. Capaian Bayi Usia Kurang Dari 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif
Pada Tahun 2020
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Capaian pemberian ASI eksklusif pada bayi sampai usia 6 bulan
(pemantauan dari usia 0-6 bulan) Provinsi Riau sudah mencapai target yaitu
79,6% sudah melebihi target Pusat dan Provinsi, dimana target Pusat dan

Provinsi adalah 40%, maka Kategori capaian program adalah Sangat Baik.

Grafik 6. Cakupan Capaian Bayi Usia Kurang Dari 6 Bulan Mendapat ASI
Eksklusif Pada Bulan Februari dan Agustus Tahun 2020

120
100 943958 905902 g3 91.8
77 82.9 '80 81.5 82.4 80.95 796
80 79 € 7 722 714 _ 75.1 | H Feb
65 68.1767.2 64.
60 —
40 = - e - = L > 40%
20 —
0 |
KS Inhil Siak Rhul Rhil Pku Provinsi

31| LAPORAN KINERJA BIDANG KESMAS TAHUN 2020




Melihat perbandingan capaian bulan Februasi dan bulan Agusus tahun

2020, terdapat peningkatan di 7 (tujuh) kabupaten/kota, yaitu Kuantan Singingi,

Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Rokan Hulu, Meranti, dan Pekanbaru, dan

penurunan cakupan di 5 kabupaten/kota lainnya, yaitu Indragiri Hulu, Kampar,

Bengkalis, Rokan Hilir, dan Dumai. Cakupan paling rendah pada bulan Februari

adalah Kepulauan meranti sedangkan di bulan Agustus adalah Kabupaten

Pelalawan.

1.2. PROGRAM PEMBINAAN KESEHATAN KELUARGA

Capaian Program Pembinaan Kesehatan Keluarga adalah sebagai berikut :

No.

Sasaran
Program/Kegia
tan

Indikator Kinerja

Targe
t

Target
Provins
i

Capaian

1

2

3

4

5

6

Pembinaan
Kesehatan
Keluarga

Jumlah
Kabupaten/Kota yang
menyelenggarakan
pelayanan kesehatan
ibu dan bayi baru lahir

120%

12%

12

Presentase persalinan
di pelayanan
kesehatan

87%

87%

78,32%

Jumlah
Kabupaten/Kota yang
menyelenggarakan
pelayanan kesehatan
balita

120%

12%

12

Jumlah
Kabupaten/Kota yang
menyelenggarakan
pelayanan kesehatan
Anak Usia Sekolah dan
Remaja

125%

12%

12

Jumlah
Kabupaten/Kota yang
menyelenggarakan
pelayanan kesehatan
usia reproduksi

120%

12%

12

Jumlah
Kabupaten/Kota yang
menyelenggarakan
pelayanan kesehatan
lanjut usia

45%

100%
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1.2.2 HASIL CAPAIAN PROGRAM PEMBINAAN KESEHATAN KELUARGA

1.2.2.A Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Pelayanan
Kesehatan Ibu Dan Bayi Baru Lahir
Cakupan capaian indicator Jumlah Kabupaten/Kota Yang

Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Bayi Baru Lahir memiliki 5

(lima) kriteria indikator yaitu :

a. Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan kelas ibu hamil di 50%
desa/kelurahan

b. Jumlah Ibu Hamil yang memperoleh pelayanan antenatal (K4)

c. Jumlah puskesmas dengan tempat tidur mampu memberikan pelayanan
kegawatdaruratan maternal dan neonatal

d. Jumlah RS mampu melakukan penanganan kasus rujukan komplikasi dan
kegawatdaruratan maternal dan neonatal

e. Jumlah penyelenggaraan kajian audit maternal perinatal.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Capaian realisasi Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan
pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir Tahun 2020 dengan kegiatan

sebagai berikut :

a. Jumlah Puskesmas Yang Menyelenggarakan Kelas Ibu Hamil Di 50%

Desa/Kelurahan

Tabel Jumlah Puskesmas Yang Menyelenggarakan Kelas Ibu Hamil
Di 50% Desa/Kelurahan

Jumlah Jumlah Kelas Ibu Kelas Ibu
= Puskesmas | Di 50% Desa/Kelurahan Hamil
1 | Kuantan Singingi 25 23 196
2 | Indargiri Hulu 20 20 205
3 | Indragiri Hilir 30 30 335
4 | Pelalawan 14 14 465
5 | Siak 15 21 121
6 | Kampar 31 31 259
7 | Rokan Hulu 22 22 235
8 | Bengkalis 18 18 154
9 | Rokan Hilir 20 18 242
10 | Kepulauan Meranti 10 11 103
11 | Pekanbaru 21 21 150

12 | Dumai 10 9 47
Total 236 238 2111
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Dari tabel diatas dapat dilihat sudah 9 kabupaten/kota yang Puskesmasnya
memiliki kelas ibu dan kelas ibu hamil, hanya 3 kabupaten/kota yang tidak semua
Puskesmas memiliki kelas ibu dan kelas ibu hamil yaitu Kabupaten Kuantan
Singingi yaitu 23 Puskesmas dari 25 Puskesmas yang ada, Kabupaten Rokan Hilir
yaitu 18 Puskesmas dari 20 Puskesmas yang ada, Kota Dumai yaitu 9 Puskesmas

dari 10 Puskesmas.

f. Jumlah Ibu Hamil yang memperoleh pelayanan antenatal (K4)
Antenatal K4 adalah kunjungan ibu hamil yang datang memeriksakan
kehamilannya ke empat kali pada tenaga kesehatan yang dilakukan pada
trimester ketiga. Kunjungan antenatal K4 merupakan salah satu indikator kinerja
program kesehatan keluarga yang harus dicapai. Cakupan kunjungan ANC K4 di

Provinsi Riau dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 1. PERSENTASE IBU HAMIL YANG MENDAPATKAN PELAYANAN
ANTE NATAL (K4) DI PROVINSI RIAU TAHUN 2020
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Sumber data : Lap rutin form 1-6 Program Kes.Ibu Tahun 2020

Dari grafik 1 diatas dapat dilihat Capaian indikator kinerja sasaran berupa
persentase ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan Ante Natal Care (K4)
Provinsi Riau tahun 2020 sebesar 80,7 %, Dinas Kesehatan Provinsi Riau maupun
kab/Kota tidak satupun mencapai target tahun 2020 walaupun sudah 12
kabupaten kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan ibu melahirkan kategori
capaian adalah Sangat Baik bagi kabupaten kota yang sudah melaksanakan,
untuk kunjungan ANC K4 baru tercapai 80,7% disbanding target provinsi 90%
kategori capaian adalah Baik.

Pelayanan Ante Natal Care (K4) Provinsi Riau tahun 2020 sebesar 80,7 %
dibandingkan dengan capaian tahun 2019 terjadi penurunan dimana capaian K4
tahun 2019 sebesar 81,94 %. Hal ini disebabkan karena tahun 2020 terjadi
Pandemi Covid-19 menjadi kendala didalam akses kunjungan pelayanan Antenatal
yang berkualitas (memenuhi standar) dimana ibu-ibu hamil khawatir tertular

Covid-19 apabila berkunjung ke fasilitas kesehatan (kontak ke petugas kesehatan)
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hal

ini menyebabkan cakupan pelayanan asuhan kebidanan K4 tidak mencapai

target.

Upaya yang dilakukan untuk kendala diatas adalah sebagai berikut :

Memberikan Sosialisasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan ke
Puskesmas melalui pertemuan virtual dan bimbingan tekhnis yang dilakukan
oleh petugas Provinsi agar tetap melaksanakan pelayanan kesehatan ibu hamil
sesuai dengan protokol kesehatan dan temu janji kepada pasien dan

menerapkan standar APD sesuai dengan level fasilitas kesehatannya

Memberikan sosialisasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan seluruh
Puskesmas melalui pertemuan virtual tentang Standar Pelayanan Kesehatan

Ibu hamil pada Era Tatanan Hidup Baru di situasi Pandemi Covid-19

Menginformasikan kepada seluruh penanggung jawab program Kesehatan
Keluarga di Kabupaten/Kota dan Puskesmas untuk meningkatkan edukasi
kepada sasaran ibu hamil untuk memanfaatkan Buku Kesehatan Ibu dan Anak
sebagai media informasi dan edukasi dalam memahami tentang kondisi

kesehatan ibu hamil.

Cakupan Neonatus

Neonatus adalah bayi yang baru lahir 28 hari pertama kehidupan (Rudolph,

2015). Neonatus adalah usia bayi sejak lahir hingga akhir bulan pertama

(Koizer,2011). Neonatus adalah bulan pertama kelahiran. Neonatus normal

memiliki berat 2.700 sampai 4.000 gram, panjang 48-53 cm, lingkar kepala 33-

35cm(Potter & Perry, 2009). Dari ketiga pengertian diatas dapat disimpulkan

neonatus adalah bayi yang lahir 28 hari pertama.
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Grafik. Persentase Kunjungan Neonatus Lengkap di Provinsi Riau

Tahun 2020
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Sumber data : Lap rutin form 1-8 Program Kes.Anak Tahun 2020

Capaian indikator kunjungan neonatus lengkap belum mencapai target yaitu
75,29% dari target 92% Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2019 terjadi
penurunan dimana capaian KN Lengkap di tahun 2019 sebanyak 86,30%. Kabupaten/Kota
sudah mencapai target adalah Kampar (94,2%), Meranti (93,97%), Dumai (92,70%)

1.2.2.B. PERSENTASE PERSALINAN DI PELAYANAN KESEHATAN

Persalinan di fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah persalinan yang
dilakukan oleh tenaga profesional (Dokter dan Bidan) di fasilitas Pelayanan
kesehatan (RS, Puskesmas, Rumah Bersalin, BPM/BPS). Persalinan di fasilitas
Pelayanan Kesehatan bertujuan untuk: a. menjamin kesehatan ibu sehingga
mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas; b. mengurangi angka
kesakitan dan angka kematian ibu dan bayi baru lahir; c. menjamin tercapainya
kualitas hidup dan pemenuhan hak-hak reproduksi; dan d. mempertahankan dan
meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir yang
bermutu, aman, dan bermanfaat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian realisasi cakupan Persentase Persalinan di Pelayanan Kesehatan
Tahun 2020 sebesar 78,32% dengan distibusi capaian per Kabupaten/Kota

sebagai berikut :
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Grafik 2. PERSENTASE PELAYANAN PERSALINAN DI FASILITAS
PELAYANAN KESEHATAN (PF) DI PROVINSI RIAU TAHUN 2020
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Sumber data : Lap rutin form 1-6 Program Kes.lbu Tahun 2020

Dari grafik 2 diatas terlihat bahwa Capaian indikator persalinan di fasilitas
pelayanan kesehatan di Provinsi Riau tahun 2020 78,32%. Capaian Provinsi ini
belum mencapai target Pusat dan Provinsi yang ditetapkan (87 %) jadi kategori
capaian adalah Baik, namun bila dibandingkan dengan capaian tahun 2019
terjadi sedikit peningkatan dimana capaian PF di tahun 2019 sebesar 75,69 %.
Ada 6 (enam) Kabupaten/Kota sudah mencapai target yaitu Kota Dumai

(94,85%), Kep. Meranti (87,39%).

Upaya yang dilakukan untuk kendala diatas adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan kapasitas petugas melalui pelatihan, orientasi dan sosialisasi

- Melakukan bimbingan tekhnis kepada petugas pengelola program Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas terpilih

- Puskesmas telah mengalokasikan anggaran melalui

kunjungan rumah

- Pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi

(P4K) di Puskesmas

- Melakukan kemitraan Bidan dan Dukun

- Melakukan strategi peningkatan PF dengan Jampersal dan Rumah Tunggu

Kelahiran

dana BOK untuk
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1.2.2.C. JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN KESEHATAN BALITA

Definisi anak balita adalah anak yang berumur 12 bulan sampai dengan 59
bulan (1 hari sebelum ulang tahunnya yang kelima). Sedangkan definisi
operasional kunjungan anak balita adalah anak usia 12 s/d 59 bulan yang
memperoleh pelayanan sesuai standart. Untuk menjaring anak balita relatif sulit
dibandingkan bayi disebabkan antara lain karena orang tua merasa sudah
lengkap imunisasi pada saat umur 9 bulan sehingga hanya membawa anak
balitanya ke fasilitas pelayanan kesehatan jika sakit saja. Padahal anak balita
harus tetap dipantau pertumbuhan (minimal 4 kali dalam setahun),
perkembangannya (minimal 2 kali dalam setahun) dan mendapatkan kapsul

vitamin A (2 kali dalam setahun : Bulan Februari dan Agustus).

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian realisasi cakupan Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan
Pelayanan Kesehatan Balita Tahun 2020 sudah 12 kabupaten/kota yang
melaksanakan. Tapi capaian sasaran Balita yang dilakukan pelayanan kesehatan

sebesar 48,7% dengan distibusi capaian per Kabupaten/Kota sebagai berikut :

Tabel Pelayanan Kesehatan Balita Tahun 2020

KABUPATEN /

NO KOTA SASARAN ABS %
1 Kuansing 34,561 14,428 41.7%
2 Inhu 36,607 12,351 33.7%
3 Inhil 54,404 35,635 65.5%
4 PLLW 24,538 13,195 53.8%
5 Siak 35,191 28,441 80.8%
6 Kampar 72,286 50,676 70.1%
7 Rohul 50,806 10,961 21.6%
8 Bengkalis 66,937 14,659 21.9%
9 Rohil 65,862 29,185 44.3%
10 Meranti 13,152 6,870 52.2%
11 PKU 87,940 39,762 45.2%
12 Dumai 33,930 24,301 71.6%
PROVINSI 576,214 280,464 48.7%
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Trend capaian target dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik Pelayanan Kesehatan Balita Tahun 2020
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Dari grafik diatas pelayanan kesehatan pada balita sudah dilakukan di 12
kabupaten/kota tapi seberapa besar balita yang diberi pelayanan kesehatan
terhadap semua sasaran balita yang ada di Provinsi Riau adalah sebesar 48,78%.
Kabupaten/kota yang masih rendah capaian pelayanan kesehatan pada balita di
Tahun 2020 dibawah 40% adalah Kabupaten Rokan Hulu (21,60%), Kabupaten
Bengkalis (21,90%), dan KAbupaten Indragiri Hulu (33,70%).

Pelayanan kesehatan pada balita Tahun 2020 ini rendah dikarenakan
orangtua takut membawa anak balitanya ke Fasilitas pelayanan kesehatan seperti
Posyandu, Puskesmas, Klinik atau Rumah Sakit ini karena Pandemi Corona 19

yang terjadi di Provinsi Riau.

1.2.2.D0 JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN KESEHATAN ANAK USIA SEKOLAH DAN REMAJA

1.2.2.D.1 JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN KESEHATAN ANAK USIA SEKOLAH

Pembangunan kesehatan anak adalah salah satu upaya untuk memenuhi
amanah UUD 1945 (Amandemen). Pasal 28 B Ayat 2 secara khusus menyatakan
hak setiap anak, pembangunan kesehatan anak di Indonesia merujuk pada
prinsip-prinsip pemenuhan hak-hak anak sebagaimana disebutkan dalam
Konvensi Hak-hak Anak PBB.

Prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Non-diskriminasi
2. Kepentingan yang Terbaik bagi Anak
3. Hak Hidup, Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang
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4, Penghargaan terhadap Pendapat Anak

Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta
jajarannya mengemban amanah untuk mencapai target pembangunan kesehatan
yang tertuang dalam SDGs, RPJMN, Renstra Kementerian Kesehatan, Renstra
Daerah serta SPM bidang kesehatan.

Meskipun sasaran program kesehatan anak yang prioritas adalah
penurunan kematian atau peningkatan kelangsungan hidup bayi dan balita,
namun demikian upaya peningkatan kualitas hidup anak harus diupayakan agar
anak hidup sehat dan berkualitas. Kondisi kesehatan anak terkait kualitas hidup
sangat bervariasi antara lain masalah kesehatan anak usia sekolah yang sangat
kompleks. Pada anak usia TK/RA dan SD/MI, biasanya berkaitan dengan
kebersihan perorangan dan lingkungan sehingga issu yang menonjol adalah
kebiasaan berperilaku hidup bersih dan sehat, seperti menggosok gigi yang baik
dan benar, kebiasaan cuci tangan pakai sabun, kebersihan diri dan lain-lain.

Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) merupakan salah satu upaya strategis
dalam meningkatkan status kesehatan anak usia sekolah yang berorientasi pada
peningkatan perilaku anak usia sekolah dimana pelayanan kesehatan yang
diberikan lebih difokuskan pada upaya promotif dan preventif serta didukung oleh
pembinaan lingkungan sekolah yang sehat.

Pencapaian Kegiatan Penjaringan dapat dilihat pada lampiran laporan
tahunan Program Kesehatan Anak Tahun 2020 untuk kelas 1,7 dan 10. Hampir
semua Kabupaten yang tidak mencapai target penjaringan kesehatan anak
sekolah dikarenakan pelaksanaan Penjaringan ini tidak terlaksana maksimal
dikarenakan peserta didik tidak sekolah dan tatap muka. Kemudian tidak
semuanya penjaringan sukses dilakukan melalui online dikarenakan masalah
jaringan, orangtua yang tidak bisa mengisi, tidak ada quota dan lain- lain.
Sosialisasi penjaringan menggunakan online baru dilaksanakan akhir tahun 2020
dan penjaringan ini baru dilaksanakan bulan Desember dan belum semua bisa

dalam melakukan penjaringan.
ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sudah 12 kabupaten/kota yang melaksanakan pelayanan anak usia sekolah

dengan Kegiatan sebagai berikut :
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Penjaringan untuk didik kelas 1, 7 dan 10

Tabel Puskesmas yang melaksanakan Penjaringan untuk didik kelas 1, 7 dan 10

Persentase Persentase
Persentase Puskesmas Puskesmas
Puskesmas Yang Yang
Yang Melaksanaka | Melaksanaka
N | Kabupaten / | Sasaran Melal_(sa_nakan n N
Penjaringan Penjaringan | Penjaringan
0 Kota Puskesmas| vk Didik | Untuk Didik | Untuk Didik
Kelas 1 Kelas 7 Dan Kelas 1,7
10 Dan 10
Abs % Abs % Abs %
1 | Kuantan 25 6 24 5 20 5 20
Singingi
2 | Indragiri Hulu 20 0 0 0 0 0 0
3 | Indragiri Hilir 30 0 0 0 0 0 0
4 | Pelalawan 14 14 100 0 0 0 0
5 | Siak 15 0 0 0 0 0 0
6 | Kampar 31 31 100 31 100 31 100
7 | Rokan Hulu 21 21 100 21 100 21 100
8 | Bengkalis 18 18 100 18 100 18 100
9 | Rokan Hilir 20 18 90 0 0 0 0
10 | Meranti 10 7 70 4 40 4 40
11 | Pekanbaru 21 1 4.8 2 9.5 2 9.5
12 | Dumai 10 0 0 0 0 0 0
PROVINSI 235 116 52 81 36.3 81 36.3

Trend capaian target untuk Puskesmas yang melaksanakan Penjaringan untuk didik
kelas 1, 7 dan 10 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik Puskesmas Yang Melaksanakan Penjaringan Untuk Didik Kelas
1, 7 Dan 10 Tahun 2020
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Keterangan :

Kelas 1
Kelas 7 & 10
B eas 1,7, 10

Dari Grafik Puskesmas Yang Melaksanakan Penjaringan Untuk Didik Kelas
1, 7 Dan 10 Tahun 2020 dapat dilihat kabupaten yang sudah mencapai 100%
pelaksanaan penjaringan anak sekolah kelas 1, 7 dan 10 adalah di kabupaten
Kampar, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis. Sedangkan yang tidak
melakukan penjaringan anak sekolah kelas 1, 7 dan 10 pada tahun 2020 adalah
kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai. Bagi kabupaten / kota
yang tidak melaksanakan penjaringan anak usia sekolah kela 1, 7, dan 10 adalah
selama pandemi Covid 19 ini banyak sekolah yang tidak melakukan belajar

mengajar di sekolah tapi virtual di rumah.

Penanggulangan Kekerasan terhadap Anak (KtA)

Kekerasan terhadap Anak (KtA) merupakan masalah sosial yang
berdampak besar pada masalah kesehatan anak yaitu trauma fisik maupun psikis
yang menyebabkan gangguan pada proses tumbuh kembang anak. Anak korban
KtA yang tidak ditangani secara komprehensif akan mempengaruhi kelangsungan

hidup anak dan kualitas sumber daya manusia dikemudian hari.

Petugas kesehatan di Puskesmas atau di Rumah Sakit seringkali menjadi
pihak pertama yang dihadapkan dengan korban KtA. Kesiapan mereka dalam
penanganan kasus KtA akan menentukan keberhasilan langkah selanjutnya dalam
upaya pemulihan kesehatan anak korban kekerasan secara optimal. Upaya
penanganan KtA tidak semata-mata terhadap aspek medis saja, akan tetapi
bersifat mediko-legal dan berkaitan dengan aspek psikososial. Oleh karena itu,
penanganan KtA perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dengan
melibatkan semua sektor terkait termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat serta

dukungan masyarakat.

Sudah semua Kabupaten/Kota di Propinsi Riau yaitu 12 (dua belas)
Kabupaten/Kota telah memiliki dua Puskesmas Mampu tatalaksana
kasus KtA dan 12 RSUD Kabupaten/Kota (dokter dan perawat) telah dilatih KtA.
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Kabupaten Kepulauan Meranti adalah yang terbaru dilatih atau memiliki

Puskesmas mampu tatalaksana / penanggulangan kekerasan terhadap anak.

Ditargetkan pada Tahun 2020 minimal terdapat 4 Puskesmas per
Kabupaten/Kota mampu tatalaksana KtA, sementara pada Renstra yang lama
masih ditargetkan minimal 2 Puskesmas KtA per Kabuaten/Kota, jadi Propinsi Riau
untuk program ini sudah hampir 100% Kabupaten/Kota tercapai (tinggal
menambah minimal 2 Puskesmas per Kabupaten/ Kota), hanya dalam hal
pelaksanaan masih perlu terus mendapatkan bimbingan dan pemantauan guna

optimalnya kegiatan dimaksud

Tabel Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak (KtA) di Provinsi Riau

Tahun 2020
Persentase Puskesmas
yang melaksanakan
Pelayanan Tatalaksana
No Kabupaten / Kota Sasaran Kasus Kekerasan Terhadap
Anak ( KTA)
Abs %
1 Kuantan Singingi 25 0 0
2 Indragiri Hulu 20 2 8
3 Indragiri Hilir 30 4 13.3
4 Pelalawan 14 2 14.3
5 Siak 15 2 13.3
6 Kampar 31 3 9.7
7 Rokan Hulu 21 0 0
8 Bengkalis 18 3 16.7
9 Rokan Hilir 20 4 20.0
10 | Kepulauan Meranti 10 9 90
11 | Pekanbaru 21 3 14.3
12 | Dumai 10 9 90
PROVINSI 235 41 18.4

Trend capaian target untuk Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak (KtA)
dapat dilihat pada grafik dibawah ini :
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Grafik Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak (KtA)
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Dari grafik Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak (KtA) dapat dilihat
masih ada kabupaten / kota yang belum melakukan penanggulangan Kekerasan
terhadap Anak (KtA) adalah Kabupaten Kuantan Singngi, dan Kabupaten Rokan
Hulu. Penanggulangan Kekerasan terhadap Anak (KtA) dari 235 Puskesmas yang
ada di Provinsi Riau hanya 41 (18,41%) Puskesmas yang melaksanakan

penanggulangan Kekerasan terhadap Anak (KtA).

1.2.2.D.1 JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN KESEHATAN REMAJA

Pada usia remaja, yang berada di tingkat SLTP dan SMU, masalah
kesehatan yang dihadapi berkaitan dengan kecenderungan berperilaku berisiko
sesuai dengan ciri dan karakteristiknya yang selalu ingin tahu, suka tantangan
dan ingin coba-coba sesuatu hal yang baru. Berbagai masalah kesehatan yang
muncul berkaitan dengan perilaku berisiko antara lain: penyalahgunaan Napza,
kehamilan yang tak diingini, abortus yang tidak aman, infeksi menular seksual
termasuk HIV/AIDS, trauma dan perlukaan dan lain-lainnya. Oleh karena itu
diperlukan sarana pelayanan kesehatan remaja sebagai wadah untuk
meningkatkan pemahaman yang mendasar untuk merubah cara pandang remaja
dalam menjalankan kehidupan yang sehat dan berprestasi agar berguna bagi
negara dan bangsa. Pelayanan yang diharapkan tersebut diwujudkan melalui
pendekatan yang peduli kelompok remaja yaitu dalam puskesmas Pelayanan
Kesehatan Peduli Remaja (PKPR).
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ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sudah 12 kabupaten/kota yang melaksanakan pelayanan anak usia sekolah
dengan Kegiatan sebagai berikut :

Tabel Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Kegiatan
Kesehatan Remaja

Persentase Puskesmas yang
menyelenggarakan Kegiatan
No Kabupaten / Kota | Sasaran Kesehatan Remaja
Abs %
1 Kuantan Singingi 25 0 0
2 Indragiri Hulu 20 0 0
3 Indragiri Hilir 30 30 100
4 Pelalawan 14 0 0
5 Siak 15 15 100
6 Kampar 31 31 100
7 Rokan Hulu 21 0 0
8 Bengkalis 18 0 0
9 Rokan Hilir 20 20 100
10 Kepulauan Meranti 10 9 90
11 Pekanbaru 21 21 100
12 Dumai 10 10 100
PROVINSI 235 136 61

Trend capaian target untuk  Persentase  Puskesmas yang
menyelenggarakan Kegiatan Kesehatan Remaja dapat dilihat pada grafik dibawah
ini:

Grafik Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Kegiatan
Kesehatan Remaja
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Program Kesehatan remaja di Propinsi Riau belum berjalan secara optimal.

Hal ini mungkin dikarenakan Program Kesehatan Remaja masih belum menjadi
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Program Prioritas di beberapa Kabupaten/Kota di Propinsi Riau, masih banyak

Kabupaten/Kota yang fokus pada upaya percepatan penurunan AKB dan AKABA .

1.2.2.E JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN KESEHATAN USIA REPRODUKSI

Indikator kegiatan program kesehatan keluarga dan gizi berdasarkan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana
Strategis (Renstra) APBN bidang Kesehatan Masyarakat tahun 2020-2024, salah
satunya adalah indikator capaian program pelayanan kesehatan usia reproduksi di
lihat dari jumlah Kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan
usia reproduksi.

Defenisi Operasional (DO) atau Kriteria Kabupaten/kota yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia reproduksi adalah Minimal 50%
puskesmas memberikan pelayanan kesehatan reproduksi calon pengantin (kespro

catin).

ANALISA CAPAIAN KINERJA

Capaian untuk Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pelayanan
Kesehatan Usia Reproduksi sudah terlaksana di 12 Kabupaten/Kota ini dapat
dilihat dari data pelayanan kesehatan reproduksi calon pengantin (kespro catin)

yang minimal 50% puskesmas sudah melaksanakan kegiatan ini.

Tabel Cakupan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin

Tahun 2020
5 PR [Pl Jih PKM Pely Kespro
Kabupaten / Jumlah Kespro Catin .
No Kc?ta PUSKeSMas Lgngkap Catin Tidak Lengkap
Jumlah % Jumlah %
p | Kuantan 25 25 100 0 0
Singingi
2 | Indragiri Hulu 20 20 100 0 0
3 | Indragiri Hilir 30 27 90,0 3 10
4 | Pelalawan 14 10 71,4 4 28,6
5 | Siak 15 3 20 12 80
6 Kampar 31 18 58,1 13 419
7 Rokan Hulu 22 22 100 0 0
8 | Bengkalis 18 10 55,5 8 44,5
9 | Rokan Hilir 20 5 25,0 15 75,0
10 | Kep. Meranti 10 10 100 0 0
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JIh PKM Pely
No Kabupaten / Jumlah Kespro Catin ‘g:lgtliDnKT'\i/l dziligzslgs
Kota Puskesmas Lengkap
Jumlah % Jumlah %
11 | Pekanbaru 21 14 66,7 7 33,3
12 | Dumai 10 10 100 0 0
PROV. RIAU 236 171 72,45 65 27,54

Trend capaian target untuk Cakupan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Calon
Pengantin dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik. Cakupan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin
Tahun 2020
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Dari Grafik diatas terlihat rata-rata Kabupaten/Kota di Provinsi Riau sudah
melaksanakan pelayanan kesehatan reproduksi calon pengantin. Cakupan
pelayanan kesehatan reproduksi calon pengantin Provinsi Riau adalah 72,45%,
cakupan ini sudah mencapai target indikator RENSTRA (50%). Ada 2 (dua)
Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang Puskesmasnya belum 50% melaksanakan
pelayanan kesehatan reproduksi calon pengantin yaitu Kabupaten Siak hanya
mencapai 20% dan Rokan Hilir 25%. Untuk itu perlu dilakukan pembinaan,
bimbingan teknis dan orientasi terkait pelayanan kesehatan reproduksi calon

pengantin kepada Kabupaten yang belum mencapai target yang ditetapkan.
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1.3 INDIKATOR PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN KERJA DAN
OLAHRAGA

Capaian Program Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga adalah
sebagai berikut :

Sasaran Target | Capaian
No. | Program/ Indikator Kinerja Target .
- Provinsi | Program
Kegiatan
1 2 3 4 5 6
1. | Pembinaan | 1. | Jumlah Kabupaten/Kota 308 7 6
Upaya yang menyelenggarakan
Kesehatan kesehatan kerja
Kerja dan 2. | Jumlah Kabupaten/Kota 6308 7 8
Olahraga yang menyelenggarakan
kesehatan olahraga

1.3.1 HASIL CAPAIAN PROGRAM PEMBINAAN PEMBINAAN UPAYA
KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA

1.3.1.A. JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MENYELENGGARAKAN
KESEHATAN KERJA

Program Kesehatan Kerja merupakan program nasional dengan indikator
Jumlah Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Kesehatan Kerja. Definisi
operasionalnya  vyaitu  jumlah Kabupaten/Kota  yang Puskesmasnya
menyelenggarakan kesehatan kerja dan/atau memberikan pelayanan kesehatan
terhadap pekerja di wilayah kerjanya. Target program tahun 2020 adalah
7 (tujuh) kabupaten/kota. Hasil dari indikator tersebut tergambar pada tabel dan
grafik dibawah ini.

ANALISA CAPAIAN KINERJA
Capaian untuk Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Kesehatan
Kerja terlihat dari hasil capaiani indikator tersebut tergambar pada tabel dibawah

ini:
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Tabel 3.10 Puskesmas Yang Menyelenggarakan Kesehatan Kerja Dasar
Di Provinsi Riau Tahun 2020

Target
Puskesmas Puskesmas .
Jumlah Pencapaian
Kabupaten/ melaksanakan/melaksanakan
No puskesmas Terhadap
Kota registrasi kesehatan kesehatan Taraet
9 kerja dasar | kerja dasar 9
(75%)
1 | RokanHulu 21 16 21 Tercapai
2 | Pekanbaru 21 16 21 Tercapai
3 | Indragiri Hulu 18 14 16 Tercapai
4 | Siak 15 11 15 Tercapai
5 [ Meranti 10 8 10 Tercapai
6 | Dumai 10 8 10 Tercapai
7 | RokanHilir 19 14 13 Tidak
Tercapai
8 | Kampar 31 23 12 Tidak .
Tercapai
g |Kuantan 23 17 0 Tidak
singingi Tercapai
10 | Indragiri Hilir 26 20 0 Tidak
Tercapai
11 | Bengkalis 18 14 0 Tidak
Tercapai
12 | Pelalawan 14 11 0 Tidak
Tercapai
Jumliah 226 172 118
Persentase 75% 52.21%

Trend capaian target untuk Cakupan Jumlah Kabupaten/Kota yang

menyelenggarakan Kesehatan Kerja dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik. Capaian Jumlah Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Kesehatan

Kerja Tahun 2020
23
T 20
20 167 16 16 ¢ 17
14 14, 14
15 1 11 0 10 11
10 -
5 -
o Mo Fo o
07 M Kamp|K
Rohul| PKU | Inhu | Siak | "< 2| Dmi |Rohil | 2P["Y8NSH hil | Bkis | Pliw
nti ar | ing
B Target PKM 16 | 16 | 14 | 11 | 8 | 8 | 14 | 23 | 17 | 20 | 14 | 11
PKM Kesja Dasar| 21 | 21 | 16 | 15 | 10 | 10 | 13 | 12 | o | o | o | o

Ket ;| = tercapai

B = tidak tercapai
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Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa puskesmas yang telah

melaksanakan kesehatan kerja dasar di Provinsi Riau pada tahun 2020 sebanyak

172 puskesmas, dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Kesehatan Kerja

yang sudah tercapai adalah 6 Kabupaten/Kota yaitu :

v

Kabupaten Rokan Hulu, target Puskesmas melaksanakan Kesehatan Kerja
Dasar (75%) sebanyak 16 Puskesmas tahun 2020 di dalam
pelaksanaannya sudah semua puskesmas melaksanakan kesehatan Kerja
Dasar (21 Puskesmas), pencapaian terhadap target Tercapai.

Kota Pekanbaru, target Puskesmas melaksanakan Kesehatan Kerja Dasar
(75%) sebanyak 16 Puskesmas tahun 2020 di dalam pelaksanaannya
sudah semua puskesmas melaksanakan kesehatan Kerja Dasar (21
Puskesmas), pencapaian terhadap target Tercapai.

Kabupaten Indragiri Hulu target Puskesmas melaksanakan Kesehatan Kerja
Dasar (75%) sebanyak 14 Puskesmas tahun 2020 di dalam
pelaksanaannya puskesmas melaksanakan kesehatan Kerja Dasar
sebanyak 16 Puskesmas dari 18 Puskesmas, pencapaian terhadap target
Tercapai.

Kabupaten Siak target Puskesmas melaksanakan Kesehatan Kerja Dasar
(75%) sebanyak 11 Puskesmas tahun 2020 di dalam pelaksanaannya
puskesmas melaksanakan kesehatan Kerja Dasar sebanyak 15 Puskesmas
dari 15 Puskesmas, pencapaian terhadap target Tercapai.

Kabupaten Kepulauan Meranti, target Puskesmas melaksanakan Kesehatan
Kerja Dasar (75%) sebanyak 8 Puskesmas tahun 2020 di dalam
pelaksanaannya semua puskesmas melaksanakan kesehatan Kerja Dasar
dari 10 Puskesmas, pencapaian terhadap target Tercapai.

Kota Dumai target Puskesmas melaksanakan Kesehatan Kerja Dasar (75%)
sebanyak 8 Puskesmas tahun 2020 di dalam pelaksanaannya puskesmas
melaksanakan kesehatan Kerja Dasar sebanyak 10 Puskesmas dari 10
Puskesmas, pencapaian terhadap target Tercapai.

Capaian indicator Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan

kesehatan kerja dari target Provinsi sebanyak 7 kab/kota yang baru tercapai 6

kabupaten/kota maka kategori capaian indicator adalah 85,71% dengan kategori

Baik.

Permasalahan/Hambatan yang dihadapi :

a. Pimpinan Daerah yang tidak teradvokasi dan sosialisasi;
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b. Belum adanya dukungan kebijakan Pemda baik di Tingkat Provinsi maupun
Kabupaten/Kota dalam program Kesehatan Kerja;

c. Kerjasama lintas sektor belum terbentuk;

d. Pengelola program di Kabupaten/Kota belum melaksanakan tugas dan fungsi

secara optimal;

Tugas dan Tupoksi pemegang program yang lebih banyak;

Seringnya pergantian petugas dan pejabat di Kabupaten/Kota ;

Puskesmas belum mengirimkan laporan bulanan secara rutin;

> @ ™o

Program kesehatan kerja belum menjadi program prioritas di tingkat

puskesmas;

i. Adanya pandemi Covid-19 yang membuat petugas puskesmas fokus pada
pencegahan dan pelayanan pasien Covid-19;

j. Minimnya/tidak adanya anggaran untuk kegiatan kesehatan kerja.

Solusi/Strategi Pemecahan Masalah

a. Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Kabupaten/Kota dari tingkat Desa
sampai Kabupaten/Kota;

b. Evaluasi Rencana Kerija;

c. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas melakukan Program

sesuai dengan pedoman dan peraturan yang ada;

Melaksanakan rapat, pertemuan, sosialisasi dan orientasi petugas;

Melakukan Pembinaan bagi petugas;

Membuat Rencana Kerja dimasing-masing Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;

Advokasi lintas sektor dan lintas program terkait;

> @ ™o o

Pelaporan Melalui web.

1.3.1.B. JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MENYELENGGARAKAN
KESEHATAN OLAHRAGA

Upaya kesehatan olahraga ditujukan untuk meningkatkan kesehatan dan
kebugaran jasmani masyarakat disegala usia melalui pendekatan siklus hidup
manusia antara lain ibu hamil, anak sekolah, usia produktifdan lansia, termasuk
mempersiapkan kebugaran fisik agar siap menghadapi kondisi khusus misalnya
calon haji dan yang lainnya. Target program untuk indicator Jumlah
Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Kesehatan Olahraga tahun 2020 adalah
7 (tujuh) kabupaten/kota. Hasil dari indikator tersebut tergambar pada tabel dan
grafik dibawah ini
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ANALISA CAPAIAN KINERJA

Capaian untuk Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Kesehatan

Olahraga terlihat dari hasil capaiani indikator tersebut tergambar pada tabel

dibawah ini :

Tabel Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan
olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerja Provinsi Riau

Tahun 2020
TARGET
PUSKES PUSYKAENSCI\;IAS PUSYI;E:cI:IAS
No| KABUPATEN/ | U185 | MELAKSANA | MELAKSANA |PENCAPALAN
AL TEREGIS 2Tl 2y TARGET
TRASI KESEHATAN | KESEHATAN
OLAHRAGA OLAHRAGA
(65%)
1 | RokanHulu 21 14 18 Tercapai
2 | Pekanbaru 21 14 21 Tercapai
3 | Indragiri Hulu 18 12 13 Tercapai
4 | Siak 15 10 14 Tercapai
5 | Meranti 9 6 9 Tercapai
6 | Dumai 10 10 Tercapai
7 | RokanHilir 17 11 17 Tercapai
8 | Kampar 31 20 31 Tercapai
9 | KuantanSingingi 23 15 0 TidakTercapai
10 | Indragiri Hilir 26 17 6 TidakTercapai
11 | Bengkalis 11 7 6 TidakTercapai
12 | Pelalawan 14 9 0 TidakTercapai
PROVINSI 216 142 145
PERSENTASE 65% 67% -

Trend capaian target untuk Cakupan Jumlah Kabupaten/Kota yang

menyelenggarakan Kesehatan Olahraga dapat dilihat pada grafik dibawah ini :
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Grafik Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan
Kesehatan Olahraga Tahun 2020

35
TARGET TERCAPAI
30 -
TARGET TDK
25
20 -
15 -
10
5 -4
O — — — — — - -
Rohu| PKU | Inhu | Siak |Mera| Dmi | Rohil | Kam | Kuan | Inhil | Bkls | Pllw
I nti par | sing
B PKM Teregitrasi 21 21 18 15 9 10 17 31 23 26 11 14
M Target PKM 14 14 12 10 6 7 11 20 15 17
PKM laksana Kesjor| 18 21 13 14 9 10 17 31 0 6

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa puskesmas yang telah

melaksanakan kesehatan olahraga di Provinsi Riau pada tahun 2020 sebanyak

145 puskesmas, dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Kesehatan

olahraga yang sudah tercapai adalah 8 Kabupaten/Kota dari target 7

kabupaten/kota yaitu :
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v' Kabupaten Rokan Hulu, target Puskesmas melaksanakan Kesehatan

Olahraga (65%) sebanyak 14 Puskesmas tahun 2020 di dalam
pelaksanaannya puskesmas melaksanakan kesehatan olahraga sebanyak
18 puskesmas dari 21 Puskesmas yang telah teregistrasi, pencapaian
terhadap target Tercapai.

Kota Pekanbaru, target Puskesmas melaksanakan Kesehatan Kerja Dasar
(65%) sebanyak 14 Puskesmas tahun 2020 di dalam pelaksanaannya
sudah semua puskesmas melaksanakan kesehatan olahraga dari 21
Puskesmas yang telah teregistrasi, pencapaian terhadap target Tercapai.
Kabupaten Indragiri Hulu target Puskesmas melaksanakan Kesehatan
olahraga (65%) sebanyak 12 Puskesmas tahun 2020 di dalam
pelaksanaannya puskesmas melaksanakan kesehatan olahraga sebanyak
13 Puskesmas dari 18 Puskesmas yang telah teregistrasi, pencapaian

terhadap target Tercapai.
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Kabupaten Siak target Puskesmas melaksanakan Kesehatan olaraga (65%)
sebanyak 10 Puskesmas tahun 2020 di dalam pelaksanaannya puskesmas
melaksanakan kesehatan olahraga sebanyak 14 Puskesmas dari 15
Puskesmas yang telah teregistrasi, pencapaian terhadap target Tercapai.
Kabupaten Kepulauan Meranti, target Puskesmas melaksanakan Kesehatan
olahraga (65%) sebanyak 6 Puskesmas tahun 2020 di dalam
pelaksanaannya puskesmas melaksanakan kesehatan olahraga sebanyak 9
puskesmas dari 9 Puskesmas yang telah teregistrasi, pencapaian terhadap
target Tercapai.

Kota Dumai target Puskesmas melaksanakan Kesehatan olahraga (65%)
sebanyak 7 Puskesmas tahun 2020 di dalam pelaksanaannya puskesmas
melaksanakan kesehatan olahraga sebanyak 10 Puskesmas dari 10
Puskesmas yang telah teregistrasi, pencapaian terhadap target Tercapai.
Kabupaten Rokan Hilir, target Puskesmas melaksanakan Kesehatan
olahraga (65%) sebanyak 11 Puskesmas tahun 2020 di dalam
pelaksanaannya sudah semua puskesmas (17 puskesmas) melaksanakan
kesehatan olahraga dari 17 Puskesmas yang telah teregistrasi, pencapaian
terhadap target Tercapai.

Kabupaten Kampar, target Puskesmas melaksanakan Kesehatan olahraga
(65%) sebanyak 20 Puskesmas tahun 2020 di dalam pelaksanaannya
puskesmas melaksanakan kesehatan olahraga sebanyak 31 puskesmas dari
31 Puskesmas yang telah teregistrasi, pencapaian terhadap target
Tercapai.

Capaian indicator Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan

kesehatan kerja dari target Provinsi sebanyak 7 kab/kota yang sudah tercapai

melebihi target provinsi yaitu 8 kabupaten/kota maka kategori capaian indicator
adalah 114,29%% dengan kategori Sangat Baik.

tetapi pada kabupaten masih ada yang tidak mencapai target, yaitu

Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Bengkalis dan

Kabupaten Pelalawan.

Permasalahan/Hambatan

a.
b.
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Pimpinan Daerah yang tidak teradvokasi dan sosialisasi;

Belum adanya dukungan kebijakan Pemda baik di Tk Prov maupun
Kabupaten/Kota dalam program Kesehatan Olahraga;

Kerjasama lintas sektor belum terbentuk;

Pengelola program di Kabupaten/Kota belum melaksanakan tugas dan fungsi

secara optimal;
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Tugas dan Tupoksi pemegang program yang lebih banyak;

Seringnya pergantian petugas dan pejabat di Kabupaten/Kota ;

Program kesehatan kerja belum menjadi program prioritas di tingkat

puskesmas;

Adanya pandemi Covid-19 yang membuat petugas puskesmas fokus pada

pencegahan dan pelayanan pasien Covid-19;

Minimnya/tidak adanya anggaran untuk kegiatan kesehatan olahraga.

Solusi/Strategi Pemecahan Masalah

a.

= e ™o o

Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Kabupaten/Kota dari tingkat Desa

sampai Kabupaten/Kota;

Evaluasi Rencana Kerja;

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas melakukan Program

sesuai dengan pedoman dan peraturan yang ada;

Melaksanakan rapat, pertemuan, sosialisasi dan orientasi petugas;

Melakukan Pembinaan bagi petugas;

Membuat Rencana Kerja dimasing-masing Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;

Advokasi lintas sektor dan lintas program terkait;

Pelaporan Melalui web.

1.4. INDIKATOR PROGRAM PEMBINAAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

Capaian program Penyehatan Lingkungan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

N Sasaran . L Target Capaian
o. Prog_ram/ Indikator Kinerja Target Provinsi | Program
Kegiatan
1 2 3 4 5 6
1 | Pembinaan Presentase Desa/Kelurahan Stop | 40% 60% 37,01%
Penyehatan Buang air besar Sembarangan
Lingkungan (SBS)
Jumlah Kabupaten/Kota Sehat 110 6 5
(KKS)
Persentase sarana air minum 60% 70% 68,7%
yang diawasi/diperiksa kualitas
air minumnya sesuai standar
Jumlah fasyankes yang memiliki | 2600 126
pengelolaan limbah medis sesuai
standar
Persentase Tempat Pengelolaan 38% | 50%
Pangan (TPP) yang memenubhi
syarat sesuai standar
Persentase Tempat dan Fasilitas | 55% 70%

Umum (TPU) yang dilakukan
pengawasan sesuai standar

55 |

LAPORAN KINERJA BIDANG KESMAS TAHUN 2020




1.4.1 HASIL CAPAIAN PROGRAM PENYEHATAN LINGKUNGAN

1.4.1.A PRESENTASE DESA/KELURAHAN STOP BUANG AIR BESAR
SEMBARANGAN (SBS)

Program STBM merupakan Program Nasional dari Kementerian Kesehatan
RI. Provinsi Riau sejak tahun 2008 telah berperan aktif dalam pelaksanaan
Program STBM. Program ini juga ditunjang oleh Program APBD setiap
Kabupaten/Kota, sehingga dalam pencapaiannya akan lebih banyak
Desa/Kelurahan yang terimplementasi Program STBM. Sejak Tahun 2014,
terdapat 12 Kab/Kota di Provinsi Riau yang mendapatkan Program Nasional
STBM.

Pilar STBM terdiri atas perilaku ; 1). Stop Buang Air Besar Sembarangan
(SBS), 2). Cuci Tangan Pakai Sabun; 3). Pengolahan Air Minum dan Makanan
Rumah Tangga; 4). Pengamanan Sampah Rumah Tangga; dan 5). Pengamanan
Limbah Cair Rumah Tangga.

Pilar kedua STBM adalah Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) adalah
kondisi setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku
buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit. Perilaku
Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) diwujudkan melalui kegiatan paling
sedikit terdiri atas : 1). Membudayakan perilaku buang air besar sehat yang dapat
memutus alur kontaminasi kotoran manusia sebagai sumber penyakit secara
berkelanjutan; 2). Menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang

memenuhi standard an persyaratan kesehatan.

ANALISA CAPAIAN PROGRAM

Capaian realisasi cakupan Presentase Desa/Kelurahan Stop Buang air besar
Sembarangan (SBS) adalah 37,01% dengan distibusi capaian per Kab/Kota

sebagai berikut :

Tabel 10. Presentase Desa/Kelurahan Stop Buang air besar
Sembarangan (SBS) Provinsi Riat Tahun 2020

Jumlah Realisasi
. Sasaran . Realisasi

No Indikator yang ada Fisik capaian (%)
saat ini (Absolut)

Jumlah Desa/kelurahan

yang melaksanakan 1.875 1.638 37,01%

STBM (ODF)

1 | Pekanbaru 83 32 38,55
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Jumliah ..
. Sasaran Rea_ll_s asi Realisasi
No Indikator Fisik <o
yang §d_a (Absolut) capaian (%)
saat ini
2 | Kampar 250 96 384
3 | Kuantan Singingi 229 73 31,87
4 | Rokan Hulu 148 70 47,29
5 | Indragiri Hulu 194 58 29, 89
6 | Indragiri Hilir 236 142 60,16
7 | Siak 131 54 42,22
8 | Pelalawan 118 45 3813
9 | Dumai 33 15 45,45
10 | Rokan Hilir 197 5 2,54
11 | Bengkalis 155 64 41,29
12 | Kepulauan Meranti 101 40 39,60
JUMLAH 1.875 1.638 37,01%

Sumber : Web Monev STBM Dinas Kesehatan Kab/ Kota di Riau Tahun 2020

Jumlah Desa/Kelurahan yang telah Stop BAB Sembarangan di Provinsi Riau
Tahun 2020 sebanyak 1638 desa/kelurahan (37,01%) dari jumlah desa sasaran
1.875 desa yang ada di Provinsi Riau. Sampai dengan tahun 2020 jumlah

desa/kelurahan yang telah dilakukan pemicuan berjumlah 1.638 desa/kelurahan.

Trend capaian target untuk Cakupan indicator Presentase Desa/Kelurahan

SBS di Provinsi Riau sebagaimana terlihat pada Grafik berikut ini :

Grafik 4.7 . Presentase Desa/Kelurahan Stop Buang air besar
Sembarangan (SBS) Provinsi Riat Tahun 2020
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Dari Grafik diatas terlihat bahwa sampai dengan tahun 2020 terdapat
37,01% dari desa sasaran yang telah Stop BABS atau SBS, sedangkan target
Provinsi sebesasr 60% dan Target Pusat sebesar 40%. Namun demikian hampir
semua Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang belum mencapai desa SBS target
provinsi (60%) tapi hanya Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 142 desa (60,16%)
dari 226 desa yang dipicu yang sudah mencapai target provinsi.

Kalau yang mencapai target pusat (40%) adalah Kabupaten Rokan Hulu 70
desa (47,29%) dari 142 desa yang dipicu, Kota Dumai 15 Desa (45,45%) dari 33
desa yang dipicu, Kabupaten Siak 54 Desa (42,22%) dari 102 desa yang dipicu,
Kabupaten Bengkalis 64 Desa (41,29%) dari 144 desa yang dipicu. Maka kategori
capaian untuk indicator SBS adalah Kategori capaian Cukup (61,68%).

Angka pencapaian ODF yang masih 37, 01 %. Seharusnya Akses Sanitasi
Tinggi, secara signifikan Angka Capaian ODF juga tinggi, tentunya hal ini tidak
terlepas dari peran kita bersama, kerjasama lintas sektor tingkat kab kota harus
lebih ditingkatkan lagi terutama koordinasi perangkat desa dalam mewujudkan
desa/ kelurahan STBM, dimana jumlah atau persentase Desa Kelurahan Open
Defacation Free (ODF) meruapakan syarat mutlak bagi kab/kota dalam
penyelanggaraan Kabupaten Kota Sehat (KKS).

Untuk itu diharapkan semua lini dapat berperan aktif dalam meningkatkan
kualitas lingkungan, karena memiliki keterkaitan antara satu program dengan
program yang lainnya baik antar program maupun antar sektor, bahkan antar
OPD baik tingkat kab/kota, provinsi hingga pemerintah pusat dalam mewujudkan
peningkatan derajat kesehatan masyarakat khususnya kesehatan lingkungan yang

dimulai dari pendekatan keluarga sebagai lingkup sosial masyarakat terkecil.

1.4.1.B. JUMLAH KABUPATEN/KOTA SEHAT (KKS)

Defenisi  operasional Kabupaten/Kota  yang menyelenggarakan

Kabupaten/Kota Sehat dengan kriteria;

1. Memiliki laporan hasil verifikasi oleh Provinsi yaitu melaksanakan minimal 2
tatanan masyarakat sehat mandiri, dan permukiman sarana dan prasarana
umum

2. Memiliki SK Tim Pembina KKS

3. Memiliki SK Forum KKS

4. Mempunyai Rencana Kerja Tim Pembina

5

Mempunyai Rencana Kerja Forum
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ANALISA CAPAIAN PROGRAM

Capaian realisasi cakupan Jumlah Kabupaten/Kota Sehat dengan target
Provinsi 6 Kabupaten/Kota dan Tahun 2020 adalah 5 Kabupaten/Kota dengan

distibusi capaian per Kab/Kota sebagai berikut :

TABEL 10.B JUMLAH KABUPATEN/KOTA SEHAT (KKS)
PROVINSI RIAU TAHUN 2020

Tahun 2020

NO Kabupaten/Kota Target Pencapaian
1 Kampar 0 0
2 Pelalawan 1 1
3 Siak 1 1
4 Indragiri Hulu 0 0
5 Indragiri Hilir 1 1
6 Kuantan Singingi 0 0
7 Rokan Hulu 1 1
8 Rokan Hilir 0 0
9 Bengkalis 1 0
10 | Kepulauan Meranti 0 0
11 | Dumai 0 0
12 | Pekanbaru 1 1
Jumlah 6 5

Sumber Data : Dokumen Kab/Kota pada tanggal 31 Desember 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat dari target provinsi untuk indicator Jumlah
Kabupaten/Kota Sehat (KKS) 6 Kabupaten/Kota yang tercapai hanya 5 Kabupaten
Kota yaitu Kabupaten Bengkalis.

Trend capaian target untuk Cakupan indicator Jumlah Kabupaten/Kota Sehat

(KKS) di Provinsi Riau sebagaimana terlihat pada Grafik berikut ini :

GRAFIK 10.B. JUMLAH KABUPATEN/KOTA SEHAT (KKS)
PROVINSI RIAU TAHUN 2020
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Dari Grafik diatas dapat dilihat target Jumlah Kabupaten/Kota Sehat (KKS)

di Provinsi Riau sebanyak 6 kabupaten/kota yang tercapai 5 kabupaten/kota yaitu

Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten

Rokan Hulu, Kota Pekanbaru yang tidak tercapai adalah Kabupaten Bengkalis,
kategori capaian untuk KKS ini adalah Kategori Baik (83,33%)

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaran Kabupaten Kota Sehat

(KKS) secara keseluruhan antara lain ;

1.

Pemahaman lintas sektor dan program dalam menyelenggarakan Kab/kota
sehat masih terbatas.
Belumo ptimalnya kerjasama LS dan LP terkait di tingkat daerah dalam

pengembangan KKS.

3. Kurang optimalnya fungsi Tim Pembina Kabupaten/Kota.

Pimpinan Daerah yang tidak teradvokasi dan sosialisasi Kab/Kota sehat.

5. Kurangnya Komitmen pengambil keputusan (Komitmen Bupati/Walikota

8.
0.

yang kurang mensupport)

Penyelenggaraan Kab/Kota Sehat di indetikkan milik Kesehatan.

Kurangnya kerjasama antara Pemerintah, Forum, dan Masyarakat di
Daerah.

Sering terjadinya mutasi antar pejabat.

Kurang tersedianya dana di Kab/kota untuk penyelenggaraan KKS.

Solusi/Strategi pemecahan masalah untuk penyelenggaraan Kabupaten Kota
Sehat (KKS):

1.

Advokasi dan sosialisasi KKS kepada Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
yang belum menyelengggarakan KKS.
Membuat komitemen bersama dengan pengambil keputusan sehingga

terbentuknya Tim Pembina dan Forum KKS.

. Melakukan koordinasi LS dan LP dari tingkat Kab/kota, Kecamatan

sehingga Desa/Kelurahan.

Memasukkan kegiatan penyelenggaraan tatanan kawasan sehat ke Renstra

Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perencanaan yaitu Permendagri No 40

Tahun 2020 tentang pedoman Penyusunan RKPD 2021 dan Permendagri No 90

tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah.
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1.4.1.C PERSENTASE SARANA AIR MINUM YANG DIAWASI/DIPERIKSA
KUALITAS AIR MINUMNYA SESUAI STANDAR

Sarana air minum adalah Penyelenggara air minum yang meliputi :

1. PDAM /BPAM/PT yang terdaftar di persatuan perusahaan air minum seluruh
indonesia (PERPAMSI)

2. Sarana air minum perpipaan non PDAM

3. Sarana air minum bukan jaringan perpipaan komunal (Sumur gali, sumur bor
dengan pompa, penampungan air hujan, mata air terlindung, terminal air/
tangki air, depot air minum)

Sarana air minum di IKL adalah Sarana air minum yang diperiksa dan
diamati secara langsung fisik sarana dan kualitas air minumnya mengacu pada
lampiran Permenkes No 736 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan
Kualitas Air Minum

Sarana air minum dengan resiko rendah adalah sarana air minum yang
berdasarkan hasil inspeksi kesehatan lingkungan pada parameter negatif kualitas
fisik air minum memenuhi jawaban ya < 25%.

Sarana air minum dengan resiko sedang adalah Sarana air minum yang
berdasarkan hasil inspeksi kesehatan lingkungan pada parameter negatif kualitas
fisik air minum memenuhi jawaban ya 25%-50%

Sarana air minum dengan resiko tinggi adalah Sarana air minum yang
berdasarkan hasil inspeksi kesehatan lingkungan pada parameter negatif kualitas
fisik air minum memenuhi jawaban ya > 75%

Sarana air minum diambil sampel adalah Sarana air minum yang diambil
sampel airnya mengacu pada Permenkes No 736 Tahun 2010 tentang Tata
Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum

Sarana air minum yang memenuhi syarat :

1. Sarana air minum yang masuk dalam kategori tinggi dan amat tinggi
berdasarkan hasil inspeksi kesehatan lingkungan telah dilakukan tindakan
perbaikan

2. Sarana air minum yang masuk dalam kategori rendah dan sedang berdasarkan
hasil inspeksi kesehatan lingkungan telah diambil dan diperiksakan (diujikan)
sampel airnya berdasarkan parameter fisik, kimia, mikrobiologi yang mana
hasil pemeriksaannya (pengujiannya) memenuhi standar persyaratan kualitas
air minum berdasarkan Permenkes No 492 Tahun 2010 tentang persyaratan

kualitas air minum.
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ANALISA CAPAIAN PROGRAM

Capaian Indikator Pengawasan Air Minum sudah terlaksana di setiap
Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau adalah sebesar 68,7% dapat dilihat
pada tabel berikut :

Tabel 4.1 . Realisasi Program Pengawasan Kualitas Air Minum
Provinsi Riau Tahun 2020

No Kabupaten/ | Jumlah |Jumlah o, Jumlah| Jumlah [Jumlah | Jumlah
) Kota Sarana| Ikl ° R+S |Sampel | Ms Tms
y | Kuantan 279 | 265 (950 | 259 | 203 | 118 | 85
Singingi
2 L”j[jag'” 510 | 324 |63,5| 190 39 21 18
3 | Indragiri Hilir 181 80 44,2 30 30 30 0
4 | Pelalawan 227 145 63,9 141 120 65 55
5 | Siak 284 238 | 83,8 | 206 106 82 24
6 | Kampar 962 608 | 63,2 | 415 172 168 4
7 | Rokan Hulu 589 288 | 48,9 86 60 55 5
8 | Bengkalis 350 251 | 71,7 | 215 239 69 170
9 | Rokan Hilir 277 274 | 98,9 | 231 101 66 35
yo | Kepulauan 97 85 | 87,6 | 84 67 45 22
Meranti
11 | Pekanbaru 689 419 | 60,8 | 413 250 207 43
12 | Dumai 317 295 | 93,1 | 275 264 217 47
Jumlah 4762 | 3272 (68,7 | 2545 | 1651 | 1143 508

Sumber : Data Manual PKAM Dinkes Kab/Kota Tahun 2020

Persentase realisasi kegiatan kegiatan pengawasan kualitas air minum di
Provinsi Riau secara komulatif sampai Tahun 2020 sudah mencapai target yang
ditetapkan sebesar 60%. Sampai dengan Akhir Desember 2020 realiasi mencapai
68,7%,

Realisasi kegiatan pengawasan air minum di setiap kabupaten/kota sangat
bervariasi, dengan persentase tertinggi adalah Kabupaten Rokan Hilir dengan
98,9,0%. Data tersebut diatas merupakan hasil rekapitulasi data PKAM dari
kabupaten/kota selama Tahun 2020 terhadap 3272 penyelenggara air minum dari
4762 terget sasaran yang ada. Dari data diatas terlihat bahwa dari 3272 sarana
yang dilakukan IKL Sarana Air Minum, 2545 memiliki resiko Rendah dan sedang
(rekomendasi pengambilan sampel). Dalam pelaksanaannya sampel yang diambil
1651 sampel (60,9%). Dari Jumlah sampel yang diambil terdapat 508 sampel

tidak memenuhi syarat kesehatan.
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Trend capaian target untuk Cakupan indicator Persentase Sarana Air
Minum Yang Diawasi/Diperiksa Kualitas Air Minumnya Sesuai Standar di Provinsi

Riau sebagaimana terlihat pada Grafik berikut ini :

Grafik 4.1. Rekapitulasi Hasil IKL Pengawasan Kualitas Air Minum
Tahun 2020
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Dari Grafik 4.2 diatas diketahui bahwa persentase realisasi kegiatan
pengawasan air minum di Provinsi Riau Tahun 2020 sudah mencapai target dari
yang ditatapkan sebesar 60%. Realisasi kegiatan pengawasan air minum tersebut

baru tercapai 68,7%. Kategori capaian adalah Sangat Baik (98,14%).
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1.4.1.0 JUMLAH FASYANKES YANG MEMILIKI PENGELOLAAN LIMBAH
MEDIS SESUAI STANDAR

Indikator Jumlah Fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis
sesuai standar adalah jumlah fasyankes yang melaksanakan pengelolaan limbah
medis sesuai standar meliputi pemilahan, pewadahan, pengangkutan yang
memenuhi syarat, penyimpanan sementara limbah B3 (TPSL B3) yang berizin
serta melakukan pengolahan secara mandiri sesuai persyaratan atau berizin dan
atau bekerja sama dengan jasa pengolah limbah B3 berizin.

Selain sesuai DO Pengawasan dan Pembinaan yang dilakukan ke Rumah Sakit

adalah :

1. Mempunyai Dokumen Izin Lingkungan

2. Mempunyai Tenaga Kesehatan Lingkungan

3. Melakukan pemeriksaan sampel limbah cair ke laboratorium yang sudah
terakreditasi

4. Bekerjasama dengan pihak swasta berizin

5. Melakukan pemeriksaan limbah cairnya setiap bulan

ANALISA CAPAIAN PROGRAM

Capaian Indikator Jumlah Fasyankes yang memiliki Pengelolaan Limbah
Medis sesuai standar di Provinsi Riau Tahun 2020 sebanyak 32 Rumah Sakit dan 1

Puskesmas jadi 33 Fasyankes, terlihat pada tabel berikut :

Tabel. Jumlah Fasyankes Yang Memiliki Pengelolaan Limbah Medis
Sesuai Standar Tahun 2020

JUMLAH
NO KABUPATEN/KOTA SASARAN CAPAIAN PERS(E/T; ASE
SAAT INI
1 Kuantan Singingi 2 1 50
2 | Indragiri Hulu 3 2 66.7
3 | Indragiri Hilir 4 0 0
4 Pelalawan 4 2 50
5 | Siak 2 1 50
6 Kampar 6 2 33,3
7 Rokan Hulu 6 2 33,3
8 | Bengkalis 7 2 28,6
9 Rokan Hilir 5 2 40
10 | Kepulauan Meranti 1 1 100
11 | Pekanbaru 31 18 58,1
12 | Dumai 3 0 0
Provinsi 74 32 43,2
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Pada tabel diatas dapat dilihat dari target provinsi untuk Indikator Capaian
Jumlah Fasyankes yang memiliki Pengelolaan Limbah Medis sesuai standar di
Provinsi Riau Tahun 2020 adalah sebanyak 32 Fasyankes yang terdapat di 12
Kabupaten/Kota.

Trens capaian Indikator Jumlah Fasyankes yang memiliki Pengelolaan
Limbah Medis sesuai standar di Provinsi Riau Tahun 2020 dapat dilihat pada
grafik dibawah ini :

Grafik Jumlah Fasyankes Yang Memiliki Pengelolaan Limbah Medis Sesuai
Standar Di Provinsi Riau Tahun 2020

80

70

60

50

40

30

20

10 I

0 e = = = - = = = = -

Kuan | Inhu | Inhil | Pllw | Siak | Kam |Rohu| Bkls | Rohil|Mera| PKU | Dum | Prov
sing par | nti ai
Target (RS) 2 3 4 4 2 6 6 7 5 1 31 3 74

M Capaian(RS)| 1 2 0 2 1 2 2 2 2 1 18 0 32

Sumber : Laporan E-monev & manual Fasyankes

Dari grafik data diatas dapat dilihat ada 32 Rumah Sakit (43,24%) adalah
jumlah yang melakukan pengelolaan limbah medis fasyankes sesuai standar (DO)
di tahun 2020, target provinsi pada Perjanjian Kerja Dekonsentrasi Tahun 2020
adalah 126 Fasyankes tapi target Provinsi Anggaran APBN tahun 2020 adalah
41%. Jadi Capaian indicator ini adalah 33 fasyankes dari 126 fasyankes. Kategori
Capaian untuk indicator ini adalah Kurang (26,19%)

Untuk data Puskesmas dari 230 Puskesmas, yang sudah melakukan
pengelolaan limbah medis sesuai standar baru 1 puskesmas yaitu Puskesmas
Harapan Raya.

Ada beberapa kendala yang menjadi hambatan atau kelemahan dalam
pencapaian program ini, diantaranya :

1. Belum adanya dukungan Kebijakan Pemda baik di Tingkat Provinsi,
maupun Kabupaten/Kota dalam pengelolaan kesehatan lingkungan pada

umumnya dan pengelolaan limbah media fasyankes pada khususnya.
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2. Pengelola program kab/kota belum melaksanakan tugas dan fungsi secara
optimal.

3. Mahalnya serata maupun biaya untuk penglolaan limbah media fasyankes.

4. Masih rendahnya koordinasi lintas program, lintas sektor, dalam
pelaksanaan pengelolaan limbah media dilapangan.

5. Masih banyaknya Rumah Sakit yang tidak mengirimkan laporannya.

6. Belum adanya Perda/Perbup/Perwako yang mengatur pengelolaan limbah
media fasyankes di Kabupaten/Kota.

Diharapkan tahun kedepan Rumah Sakit dan Puskesmas yang belum
melakukan pengelolaan limbah medis fasyankes sesuai standar dan belum
mengirimkan laporannya baik secara manual maupun E-monevnya bisa
melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar (DO) dan mengirimkan

laporannya.

1.4.1.E PERSENTASE TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN (TPP) YANG
MEMENUHI SYARAT SESUAI STANDAR

Definisi Operasional Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi
syarat kesehatan adalah : Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi
persyaratan hygiene sanitasi yang dibuktikan dengan sertifikat laik hygiene

sanitasi.
ANALISA CAPAIAN PROGRAM

Capaian Indikator Presentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang
memenuhi syarat sesuai standar adalah Laik Hygiene Sanitasi Pangan (HSP)
sebesar 43,81% dan yang memili Sertifikat hanya 1,40%, dapat dilihat pada tabel
berikut :

TABEL PERSENTASI CAPAIAN TPP YANG MEMENUHI SYARAT/LAIK
HYGIENE SANITASI PANGAN DAN TPP BERSERTIFIKAT TAHUN 2020

TPP TPP DI TPP
No KABUPATEN TERDA IKL/DIBINA TPP LAIK HSP BERSERTIFIKAT
FTAR Jumlah % Jumlah % Jumlah %
1 | KUANTAN SINGINGI 381 186 | 48.82 110 | 28.87 0 0
2 | INDRAGIRIHULU 541 305 | 56.38 214 | 39.56 0 0
3 | INDRAGIRI HILIR 1303 822 | 63.09 805 | 61.78 32 2.46
4 | PELALAWAN 156 136 | 87.18 130 | 83.33 0 0
5 |SIAK 706 522 | 73.94 345 | 48.87 45 6.37
6 | KAMPAR 844 231 | 27.37 167 | 19.79 0 0
7 | ROKAN HULU 542 284 | 52.40 224 | 41.33 1 0.18
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TPP TPP DI TPP

No KABUPATEN Tlf::: IKL/DIBINA TPPLAIKHSP | gersERTIFIKAT
8 | BENGKALIS 429 341 | 79.49 220 | 51.28 6| 1.40
9 | ROKAN HILIR 389 61| 15.68 48 | 12.34 0 0
10 | KEP. MERANTI 85 39 | 45.88 28 | 32.94 0 0
11 | PEKANBARU 990 437 | 44.14 392 | 39.60 0 0
12 [DUMAI 552 437 | 79.17 348 | 63.04 13| 236

Total 6918 | 3801 | 54.94| 3031 | 43.81 97 | 1.40

Data dari Softwere E-Monev HSP per 31 Desember2020

Dari tabel diatas dapat dilihat Tempat Pengolahan Pangan (TPP) di Provinsi

Riau Tahun 2020 kalau dilihat dari Laik HSP (Hygiene Sanitasi Pangan) sudah
mencapai 48,81% tetapi untuk TPP yang sudah Laik HSP dan dilanjutkan memiliki

sertifikat baru mencapai 1,4% vyaitu 97 TPP se Provinsi Riau, kabupaten yang

memiliki TPP yang sudah bersertifikat adalah :

Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 32 TPP (2,46%) sudah bersertifikat dari
TPP Laik HSP adalah 805 TPP. TPP yang terdaftar 1303.

Kabupaten Siak sebanyak 45 TPP (6,37) yang sudah bersertifikat dari TPP
Laik HSP adalah 345, TPP yang terdaftar 706.

Kota Dumai sebanyak 13 TPP (2,36%) yang sudah bersertifikat dari TPP
Laik HSP adalah 348, TPP yang terdaftar 552.

Kabupaten Bengkalis sebanyak 6 TPP (1,4%) yang sudah bersertifikat dari
TPP Laik HSP adalah 220, TPP yang terdaftar 341.

Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 1 TPP (0,18%) yang sudah bersertifikat
dari TPP Laik HSP adalah 224, TPP yang terdaftar 284.

Tren Capaian Indikator Presentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang

memenuhi syarat sesuai standar yaitu Laik Hygiene Sanitasi Pangan (HSP) dan

yang memiliki Sertifikat dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 4.12 PERSENTASE CAPAIAN TPP MEMENUH SYARAT HYGIENE
SANITASI TAHUN 2020
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GRAFIK LAIK HSP DAN MEMILIKI SERTIFIKAT PADA TAHUN 2020
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Dari kedua grafik diatas dapat dilihat Tempat Pengolahan Pangan (TPP) di

Provinsi Riau Tahun 2020 kalau dilihat dari Laik HSP (Hygiene Sanitasi Pangan)

sudah mencapai 48,81% tetapi untuk TPP yang sudah Laik HSP dan dilanjutkan

memiliki sertifikat baru mencapai 1,4% yaitu 97 TPP se Provinsi Riau. Kategori

Capaian adalah Kurang (2,86%).
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Tidak tercapainya Target baik Pusat dan Target provinsi ini dikarenakan :

. Pendataan Tempat pengolahan makanan yang belum baik.

Sistim perizinan dan regulasi yang mengikat untuk pengeluaran

izin/sertifilat maupun perpanjangan izin/sertifikat laik sehat belum obtimal.

. Belum menganggarkan pada dana BOK yang ada di Kab/Kota untuk

mengadakan pertemuan penjamah yang merupakan syarat wajib untuk
mendapakan izin/sertifikat laik sehat.

Masih banyak penjamah makanan yang belum memiliki sertifikat.
Kurangnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan.

Semua TPP yang sudah laik HSP tidak meneruskan pengurusan sertifikat
Masih ada kabupaten/kota tidak menginput sertifikat ke E-Monev HSP.
Sasaran TPP yang terdapat pada laporan terdiri dari Rumah Makan,
Restoran, Jasa Boga, Depot Air Minum, makan jajanan, sentral makanan,
kantin, yang hanya bisa memiliki sertifikat hanya Rumah makan, restoran,

jasa boga dan depot air minum, selebihnya hanya stikerisasi saja.

LAPORAN KINERJA BIDANG KESMAS TAHUN 2020




1.4.1.F PRESENTASE TEMPAT DAN FASILITAS UMUM (TPU) YANG
DILAKUKAN PENGAWASAN SESUAI STANDAR

TFU adalah Tenpat atau Fasilitas yang diselenggarakan oleh
pemerintah/swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi
masyarakat, dengan prioritas; fasilitas pendidikan (SD, SMP/Sederajat,
Pesantren), fasilitas kesehatan (Puskesmas) dan Pasar.

TFU yang dilakukan pengawasan sesuai standart adalah Tempat Fasilitas
Umum (TFU) minimal fasilitas Pendidikan (SD, SMP/Sederajat, Pesantren),
Fasilitas Kesehatan (Puskesmas) dan Pasar yang dilakukan Pengawasan/IKL
sesuai Standar (menggunakan Sanitarian Kit, Form IKL TU) berdasarkan jumlah
seluruh FTU yang ada di wilayah Kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
dikali 100%.

ANALISA CAPAIAN PROGRAM

Capaian Indikator Presentase Tempat Dan Fasilitas Umum (Tpu) Yang
Dilakukan Pengawasan Sesuai Standar sebesar 43,81% dan yang memili Sertifikat
hanya 1,40%, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Presentase Tempat Dan Fasilitas Umum (Tpu) Yang Dilakukan Pengawasan

Sesuai Standar

DIIKL/DIBINA
(Hasil IKLTTU
(SD,SMPMI,MTS, | % Realisasi
Pesantren,Puskes Capaian
mas+ Pasar
Sehat) Absolut
Capaian))

TFU | TARGET
ADA (55%)

KAB/KOTA

89,63%

8,86%
400 220 0 0,00% 0 0
414 228 156 52,34% 44 112
461 254 188 43,72% 17 171
341 188 10 8,47% 0 10
675 371 5 7,81% 0 5
295 162 101 56,11% 22 79
805 443 23 6,80% 7 16
546 311 11 4,68% 2 9

12 INDRAGIRI HILIR 616 30 6,34% 17 13

Jumlah 6 3,465 758 25,25% 140 618
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Keterangan :
Capaian Pengawasan Kesehatan Lingkungan Tempat Fasilitas Umum (TPU)
Tahun 2020,

B Kab/Kota Tercapai Target Pusat 55% Tahun 2020,
BN Kab/Kota Tercapai Target Provinsi 70% Tahun 2020,

Kab/Kota Tidak Tercapai Target 2020,
DIPERIKSA (IKL / Inspeksi Kesehatan Lingkungan) :
Bl MMS (Memenuhi Syarat kesehatan)
TMS (Tidak Memenuhi Syarat kesehatan)
Tren Capaian Indikator Presentase Tempat Dan Fasilitas Umum (Tpu) Yang

Dilakukan Pengawasan Sesuai Standar dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik Persentase Capaian Tpp Memenuh Syarat Hygiene Sanitasi

Tahun 2020
100
90
80 Traget
Provinsi
70 | 70%
60
e Target
50 Pusat
40 | 55%
30 —
20 —
10 —
0 K K PIl Roh M
l.Jan Inhu | Inhil am W Siak onu Bkls [Rohil| PKU er Dmi | Prov
sing par | n | anti
’ Series1l| 0 143.72/6.34| 6.8 |8.47|52.3443.72/4.68|7.81|8.86 56.1189.6325.25

Persentase Realisasi Capaian TFU yang Dilakukan Pengawasan Sesuai
Standar (Form IKL, Sanitarian Kit) di Provinsi Riau Tahun 2020 sebesar 25,25%
(758 unit) artinya belum mencapai Target Pusat (55%) dan Target Provinsi (70%)
Tahun 2020.

Dari 12 kabupaten/kota terdapat 2 kabupaten/kota yang telah mencapai
Target Capaian TFU Tahun 2020 yaitu Kota Dumai sudah mencapai Target
Provinsi (70%), dan Kabupaten Kepulauan Meranti sudah mencapai Target Pusat
(55%).
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Capaian TFU yang Tertinggi adalah Kota Dumai sebesar 89,63% (147 unit)
sedangkan yang Terendah adalah Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 0%
(0 unit) dan sarana TFU yang Memenuhi Syarat kesehatan (MMS) dari yang
dilakukan Pengawasan/Inspeksi Kesehatan Lingkungan se-Provinsi Riau Tahun
2020 sebanyak 140 unit dan sarana TFU yang Tidak Memenuhi Syarat kesehatan
(TMS) sebanyak 618 unit.

Capaian Realisasi TFU Tahun 2020 (25,25%) (758 unit) belum mencapai

Target Perjanjian Kinerja Tahun 2020, disebabkan karena :

1. Tidak semua puskesmas memiliki Tenaga Sanitasi sehingga tenaga yang ada
bekerja tidak sesuai dengan kopetensi dan merangkap menjadi Bendaharawan
puskesmas yang mengakibatkan rendahnya loyalitas terhadap tupoksi dan
kurang terimplementasinya Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) Tempat
Fasilitas Umum dan hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan Standar yang ada
pada Format Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) Tempat Fasilitas Umum
yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan RI.

2. Belum terlaksananya Komitmen Bersama antara Dinas Kesehatan Kab/Kota
dengan Puskesmas dalam Pelaksanaan Pengawasan TFU sesuai dengan
Prosedur Standar IKL (Inspeksi Kesehatan Lingkungan), penggunaan Sanitarian
KIT dan Partisipatori Kit di pasar dan pengentryan Hasil IKL di TFU ke Aplikasi
e-monev TFU

3. Masih rendah dukungan kebijakan Pemda dan komitmen dari pemerintah
daerah, kurangnya Integrasi Dinas Kesehatan Kab/Kota dengan Stakeholder
dan lintas sektor terkait dalam penerapan SOP pembuatan Rekomendasi Laik
Sehat dan Surat Keterangan Laik Sehat sanitasi sarana Tempat fasilitas Umum,
dan menyediakan sarana Tempat Fasilitas Umum yang Memenuhi Syarat
Kesehatan dan kurang tanggapnya Stakeholder dan lintas sektor terkait dalam
penerapan dan menyediakan sarana Tempat Fasilitas Umum yang memenubhi
syarat kesehatan

Untuk menindaklanjuti Capaian Realisasi TFU Tahun 2020 yang belum
mencapai Target Tahun 2020 (25.25%) (758 unit) maka bagi Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota dan Puskesmas harus melaksanakan Komitmen Bersama antara

Dinas Kesehatan Kab/Kota dengan Puskesmas dalam  melakukan

Pengawasan/Inspeksi Kesehatan Lingkungan TFU yang Dilakukan Sesuai Standar

(Form IKL, Sanitarian Kit) agar tercapai Target Realisasi Capaian TFU yang

Dilakukan Pengawasan Sesuai Standar (Form IKL, Sanitarian Kit).
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1.5. INDIKATOR PROGRAM PEMBINAAN PROMOSI KESEHATAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Capaian program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat tahun
2020 adalah sebagai berikut :

Sasaran . N Target | Capaian
No. Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target Provinsi | Program
5. Promosi Kesehatan 1. | Persentase Kab/Kota 30% 30% 16.66%
dan Pemberdayaan yang menerapkan
Masyarakat kebijakan gerakan
masyarakat hidup
sehat
2. | Persentase kab/kota 40% 40% 8.2%
melaksanakan
pembinaan Posyandu

Kabupaten/kota yang melaksanakan pembinaan posyandu tidak mencapai target
karena banyak posyandu yang tidak buka di masa pandemic Covid 19 ini dan
indikatornya ada lima indikator, salah satu tidak terpenuhi maka tidak tercapai
target.

1.6. INDIKATOR PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN
PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA PADA PROGRAM

PEMBINAAN KESEHATAN MASYARAKAT

Capaian program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat tahun 2019 adalah sebagai
berikut :

No Progriﬁ?lzaer;iatan Indikator Kinerja | Target I;I; i:ﬁﬁ:i Capaian
6. | Dukungan 1. | Persentase 94% 94% 93,17%
Manajemen dan realisasi kegiatan
Pelaksanaan Tugas administrasi
Teknis Lainnya pada dukungan

Program Pembinaan manajemen dan

Kesehatan pelaksanaan tugas

Masyarakat teknis lainnya
Program
Kesehatan
Masyarakat
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PROGRAM PEMBINAAN GIZI MASYARAKAT

a. Pada surveylans gizi masih rendahnya komitmen petugas dalam

melakukan entry data dan adanya tugas rangkap dari petugas
pemegang program Gizi di Puskesmas atau Tenaga Gizi Puskesmas
(TPG)

. Banyak kabupaten/kota yang puskesmas tidak melaksanakan

tatalaksana gizi buruk sesuai SOP 1-5 ini karena masih banyak Tim
Asuhan Gizi Puskesmas yang belum terlatih da nada yg sudah terlatih

tidak berada di puskesmas itu.

Permasalahan/Hambatan:

1. Mobilitas perpindahan petugas cukup tinggi , menyebabkan petugas

yang sudah Dilatih Program Gizi sudah banyak yang pindah tempat
tugas, dan pekerjaan, dan buku-buku pedoman tidak diserah terimakan

pada petugas gizi yang baru.

. Petugas kadang mengalami kesulitan dalam menjaring kasus Gizi

Buruk , hal ini disebabkan Kasus Gizi Buruk tersebut tidak pernah
ataupun jarang dibawa ibunya ke Posyandu, sehingga tidak terpantau
riwayat status gizi sebelumnya oleh kader ataupun petugas kesehatan,
sehingga terlambat melakukan intervensi pencegahan kasus jatuh ke
Gizi Buruk.

. Kasus Gizi Buruk yang terjaring, seringnya adalah kasus yang datang

ke Puskesmas atau ke Rumah Sakit untuk berobat karena menderita
sakit yang sudah dalam kondisi sakit berat, dan ternyata juga menderita

gizi buruk.

. Kurangnya keterlibatan Lintas Sektoral dalam melakukan pencegahan

dan penanggulangan masalah gizi , dan adanya anggapan bahwa
masalah gizi merupakan masalah dari kesehatan saja, padahal kasus
gizi (gizi buruk dan stunting) terjadi karena banyak faktor yang
mempengaruhinya antara lain disebabkan oleh penyebab langsung

dan tidak langsung.
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PROGRAM PEMBINAAN KESEHATAN KELUARGA
a. Pelayanan Ante Natal Care (K4) Provinsi Riau tahun 2020 terjadi

penurunan hal ini disebabkan karena tahun 2020 terjadi Pandemi
Covid-19 menjadi kendala didalam akses kunjungan pelayanan
Antenatal yang berkualitas (memenuhi standar) dimana ibu-ibu hamil
khawatir tertular Covid-19 apabila berkunjung ke fasilitas kesehatan
(kontak ke petugas kesehatan) hal ini menyebabkan cakupan pelayanan

asuhan kebidanan K4 tidak mencapai target.

. Upaya yang dilakukan untuk kendala diatas adalah sebagai berikut :

- Memberikan Sosialisasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan
ke Puskesmas melalui pertemuan virtual dan bimbingan tekhnis yang
dilakukan oleh petugas Provinsi agar tetap melaksanakan pelayanan
kesehatan ibu hamil sesuai dengan protokol kesehatan dan temu
janji kepada pasien dan menerapkan standar APD sesuai dengan
level fasilitas kesehatannya

- Memberikan sosialisasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan
seluruh Puskesmas melalui pertemuan virtual tentang Standar
Pelayanan Kesehatan Ibu hamil pada Era Tatanan Hidup Baru di
situasi Pandemi Covid-19

- Menginformasikan kepada seluruh penanggung jawab program
Kesehatan Keluarga di Kabupaten/Kota dan Puskesmas untuk
meningkatkan edukasi kepada sasaran ibu hamil untuk
memanfaatkan Buku Kesehatan Ibu dan Anak sebagai media
informasi dan edukasi dalam memahami tentang kondisi kesehatan

ibu hamil.

. Pelayanan kesehatan pada balita Tahun 2020 ini rendah dikarenakan

orangtua takut membawa anak balitanya ke Fasilitas pelayanan
kesehatan seperti Posyandu, Puskesmas, Klinik atau Rumah Sakit ini

karena Pandemi Corona 19 yang terjadi di Provinsi Riau.

. Program Kesehatan remaja di Propinsi Riau belum berjalan secara

optimal. Hal ini mungkin dikarenakan Program Kesehatan Remaja masih
belum menjadi Program Prioritas di beberapa Kabupaten/Kota di
Propinsi Riau, masih banyak Kabupaten/Kota yang fokus pada upaya

percepatan penurunan AKB dan AKABA

LAPORAN KINERJA BIDANG KESMAS TAHUN 2020




1.3.

75 |

€.

Untuk kabupaten/kota yang belum mencapai target perlu dilakukan
pembinaan, bimbingan teknis dan orientasi terkait pelayanan kesehatan
reproduksi calon pengantin kepada Kabupaten yang belum mencapai

target yang ditetapkan

PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN KERJA DAN
OLAHRAGA

Permasalahan/Hambatan yang dihadapi :

a.
b.

=@ ™o

j

Pimpinan Daerah yang tidak teradvokasi dan sosialisasi;

Belum adanya dukungan kebijakan Pemda baik di Tingkat Provinsi
maupun Kabupaten/Kota dalam program Kesehatan Kerja;

Kerjasama lintas sektor belum terbentuk;

Pengelola program di Kabupaten/Kota belum melaksanakan tugas dan

fungsi secara optimal;

. Tugas dan Tupoksi pemegang program yang lebih banyak;

Seringnya pergantian petugas dan pejabat di Kabupaten/Kota ;
Puskesmas belum mengirimkan laporan bulanan secara rutin;

Program kesehatan kerja belum menjadi program prioritas di tingkat
puskesmas;

Adanya pandemi Covid-19 yang membuat petugas puskesmas fokus
pada pencegahan dan pelayanan pasien Covid-19;

Minimnya/tidak adanya anggaran untuk kegiatan kesehatan kerja.

Solusi/Strategi Pemecahan Masalah

a.

Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Kabupaten/Kota dari tingkat
Desa sampai Kabupaten/Kota;

Evaluasi Rencana Kerija;

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas melakukan Program
sesuai dengan pedoman dan peraturan yang ada;

Melaksanakan rapat, pertemuan, sosialisasi dan orientasi petugas;
Melakukan Pembinaan bagi petugas;

Membuat Rencana Kerja dimasing-masing Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota;

. Advokasi lintas sektor dan lintas program terkait;

Pelaporan Melalui web.
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PROGRAM PEMBINAAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

A. Persentase Desa/Kelurahan Stop Buang Air besar Sembarangan (SBS)

Angka pencapaian ODF yang masih 37, 01 %. Seharusnya Akses
Sanitasi Tinggi, secara signifikan Angka Capaian ODF juga tinggi,
tentunya hal ini tidak terlepas dari peran kita bersama, kerjasama lintas
sektor tingkat kab kota harus lebih ditingkatkan lagi terutama
koordinasi perangkat desa dalam mewujudkan desa/ kelurahan STBM,
dimana jumlah atau persentase Desa Kelurahan Open Defacation Free
(ODF) meruapakan syarat mutlak bagi kab/kota dalam
penyelanggaraan Kabupaten Kota Sehat (KKS).

Untuk itu diharapkan semua lini dapat berperan aktif dalam
meningkatkan kualitas lingkungan, karena memiliki keterkaitan antara
satu program dengan program yang lainnya baik antar program
maupun antar sektor, bahkan antar OPD baik tingkat kab/kota, provinsi
hingga pemerintah pusat dalam mewujudkan peningkatan derajat
kesehatan masyarakat khususnya kesehatan lingkungan yang dimulai

dari pendekatan keluarga sebagai lingkup sosial masyarakat terkecil.

. Jumlah Kab/KotaSehat (KKS)

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaran Kabupaten Kota
Sehat (KKS) secara keseluruhan antara lain ;
- Pemahaman lintas sektor dan program dalam menyelenggarakan
Kab/kota sehat masih terbatas.
- Belum optimalnya kerjasama LS dan LP terkait di tingkat daerah
dalam pengembangan KKS.
- Kurang optimalnya fungsi Tim Pembina Kabupaten/Kota.
- Pimpinan Daerah yang tidak teradvokasi dan sosialisasi Kab/Kota
sehat.
- Kurangnya Komitmen pengambil keputusan (Komitmen
Bupati/Walikota yang kurang mensupport)
- Penyelenggaraan Kab/Kota Sehat di indetikkan milik Kesehatan.
- Kurangnya kerjasama antara Pemerintah, Forum, dan Masyarakat
di Daerah.
- Sering terjadinya mutasi antar pejabat.

- Kurang tersedianya dana di Kab/kota untuk penyelenggaraan KKS.
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Solusi/Strategi pemecahan masalah untuk penyelenggaraan Kabupaten
Kota Sehat (KKS):
- Advokasi dan sosialisasi KKS kepada Pimpinan Daerah
Kabupaten/Kota yang belum menyelengggarakan KKS.
- Membuat komitemen bersama dengan pengambil keputusan
sehingga terbentuknya Tim Pembina dan Forum KKS.
- Melakukan koordinasi LS dan LP dari tingkat Kab/kota, Kecamatan

sehingga Desa/Kelurahan.

C. Presentase Sarana Air Minum yang Diawasi/Diperiksa kualitas air

Minumnya Sesuai Standar

Dari data diatas terlihat bahwa dari 3272 sarana yang dilakukan IKL
Sarana Air Minum, 2545 memiliki resiko Rendah dan sedang
(rekomendasi pengambilan sampel). Dalam pelaksanaannya sampel
yang diambil 1651 sampel (60,9%). Dari Jumlah sampel yang diambil

terdapat 508 sampel tidak memenuhi syarat kesehatan

. Jumlah Fasyankes yang memiliki Pengelolaan Limbah Medis sesuai

Standar

Ada beberapa kendala yang menjadi hambatan atau kelemahan dalam
pencapaian program ini, diantaranya :

- Belum adanya dukungan Kebijakan Pemda baik di Tingkat Provinsi,
maupun Kabupaten/Kota dalam pengelolaan kesehatan lingkungan
pada umumnya dan pengelolaan limbah media fasyankes pada
khususnya.

- Pengelola program kab/kota belum melaksanakan tugas dan fungsi
secara optimal.

- Mahalnya serata maupun biaya untuk penglolaan limbah media
fasyankes.

- Masih rendahnya koordinasi lintas program, lintas sektor, dalam
pelaksanaan pengelolaan limbah media dilapangan.

- Masih banyaknya Rumah Sakit yang tidak mengirimkan laporannya.

- Belum adanya Perda/Perbup/Perwako yang mengatur pengelolaan

limbah media fasyankes di Kabupaten/Kota.
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E. Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat

sesuai standar

Tidak tercapainya Target baik Pusat dan Target provinsi ini

dikarenakan:

Pendataan Tempat pengolahan makanan yang belum baik.

Sistim perizinan dan regulasi yang mengikat untuk pengeluaran
izin/sertifilat maupun perpanjangan izin/sertifikat laik sehat belum
obtimal.

Belum menganggarkan pada dana BOK yang ada di Kab/Kota
untuk mengadakan pertemuan penjamah yang merupakan syarat
wajib untuk mendapakan izin/sertifikat laik sehat.

Masih banyak penjamah makanan yang belum memiliki sertifikat.
Kurangnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan.

Semua TPP yang sudah laik HSP tidak meneruskan pengurusan
sertifikat

Masih ada kabupaten/kota tidak menginput sertifikat ke E-Monev
HSP.

Sasaran TPP yang terdapat pada laporan terdiri dari Rumah
Makan, Restoran, Jasa Boga, Depot Air Minum, makan jajanan,
sentral makanan, kantin, yang hanya bisa memiliki sertifikat hanya
Rumah makan, restoran, jasa boga dan depot air minum,

selebihnya hanya stikerisasi saja.

F. Persentase Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) vyang dilakukan

pengawasansesuai standar

Capaian Realisasi TFU Tahun 2020 (25,25%) (758 unit) belum

mencapai Target Perjanjian Kinerja Tahun 2020, disebabkan karena :

Tidak semua puskesmas memiliki Tenaga Sanitasi sehingga tenaga
yang ada bekerja tidak sesuai dengan kopetensi dan merangkap
menjadi Bendaharawan puskesmas yang mengakibatkan
rendahnya loyalitas terhadap tupoksi dan kurang
terimplementasinya Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) Tempat
Fasilitas Umum dan hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan
Standar yang ada pada Format Inspeksi Kesehatan Lingkungan
(IKL) Tempat Fasilitas Umum yang telah ditetapkan Kementerian

Kesehatan RI.
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- Belum terlaksananya Komitmen Bersama antara Dinas Kesehatan
Kab/Kota dengan Puskesmas dalam Pelaksanaan Pengawasan TFU
sesuai dengan Prosedur Standar IKL (Inspeksi Kesehatan
Lingkungan), penggunaan Sanitarian KIT dan Partisipatori Kit di
pasar dan pengentryan Hasil IKL di TFU ke Aplikasi e-monev TFU

- Masih rendah dukungan kebijakan Pemda dan komitmen dari
pemerintah daerah, kurangnya Integrasi Dinas Kesehatan
Kab/Kota dengan Stakeholder dan lintas sektor terkait dalam
penerapan SOP pembuatan Rekomendasi Laik Sehat dan Surat
Keterangan Laik Sehat sanitasi sarana Tempat fasilitas Umum, dan
menyediakan sarana Tempat Fasilitas Umum yang Memenubhi
Syarat Kesehatan dan kurang tanggapnya Stakeholder dan lintas
sektor terkait dalam penerapan dan menyediakan sarana Tempat

Fasilitas Umum yang memenuhi syarat kesehatan

PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Kabupaten/kota yang melaksanakan pembinaan posyandu tidak mencapai
target karena banyak posyandu yang tidak buka di masa pandemic Covid
19 ini dan indikatornya ada lima indikator, salah satu tidak terpenuhi maka

tidak tercapai target.
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